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ABSTRAK 
SRI WAHYUNI YUSUF (B 111 11 319), Pelaksanaan Prinsip-Prinsip 
World Trade Organization (WTO) dalam Undang-Undang Nomor 7 
tahun 2014 tentang Perdagangan, “dibimbing oleh” Dr.Abdul Maasba 
Magassing, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Maskun, S.H., LLM 
selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-
prinsip WTO dalam Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan serta harmonisasi ketentuan-ketentuan WTO dalam 
undang-undang tersebut. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis 
normatif dengan cara menganalisis data berupa ketentuan Undang-
Undang Nasional dalam hal ini Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan dan konsepsi hukum perdagangan internasional khususnya 
yang terkait dengan  prinsip-prinsip perdagangan dalam kerangka WTO. 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Studi Kepustakaan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang  No.7 tahun 
2014 tentang Perdagangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi nasional  berdasarkan beberapa prinsip dasar 
serta asas-asas yang terkandung didalamnya. Meskipun demikian, akan 
tetapi dalam undang-undang ini juga tidak mengesampingkan prinsip-
prinsip yang ada dalam WTO.Beberapa asas yang termuat dalam undang-
undang ini bahkan telah disesuaikan dengan prinsip perdagangan dunia. 
Salah satu prinsip universal yang dikenal dalam WTO ialah prinsip 
nondiskriminasi, dimana prinsip ini telah diimplementasikan dalam 
undang-undang perdagangan yang baru. Kemudian, tentang harmonisasi 
peraturan-peraturan hukum di bidang perdagangan dalam rangka 
menghadapi persaingan global sangat dibutuhkan bagi Indonesia. Disatu 
sisi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem 
ekonomi kerakyatan  sementara disisi lain sebagai salah satu negara 
anggota WTO Indonesia juga tidak boleh terlepas dari aturan  dalam WTO 
itu sendiri. Sehingga keduanya harus diharmonisasikan untuk menghindari 
konflik yang mungkin terjadi diantara negara-negara khususnya dibidang 
peedagangan. 
 
Kata kunci : Implementasi, Prinsip Perdagangan, Harmonisasi Hukum 
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ABSTRACT 
SRI WAHYUNI YUSUF (B111 11 319), The implementation of 
Principles World Trade Organization (WTO) in Act Number  7 of 2014 
on Trafficking, “guided by” Mr. Dr.Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. 
as mentor I and Mr.Dr. Maskun, S.H., LLM as mentor II. 
This study aims to find out the implementation of Principles World 
Trade Organization (WTO) in Act Number  7 of 2014 on Trafficking as well 
as the harmonization of WTO provisions in these laws. This study in the 
form a normative juridical research by analyzing a data form of the 
national law in this case Act No.7 of 2014 on Trafficking and conceptions 
of international trade law particularly with regard to principles of trade 
within WTO framework. Legal material collection techniques used in this 
study were Library research. 
The results showed that the Act Number  7 of 2014 on Trafficking 
created with the aim to improve national economic growth based on some 
fundamental principles and the principles contained therein. However, but 
the law was also does not rule out principles contained in the WTO. Some 
of principles contained in this law has even been adapted to the principles 
world of trade. One of the universal principle which is known in the WTO is 
the principle of non-discrimination, in which this principle has been 
implemented in  the new trade law. Then, About the harmonization of 
regulations of law in field of trade in facing global competition is necessary 
for Indonesia. On one side, Indonesia is one country that adopts a populist 
economic while other side as one of the member countries of the WTO 
Indonesia also should not irrespective of the rules within the WTO. So that 
both should be harmonized to avoid possible conflicts between countries, 
especially in the field of trade. 
Key Word : Implementation, Principles of Trade, Harmonization of law 
 
 
 
  
vii 
 
RIWAYAT HIDUP 
Sri Wahyuni Yusuf lahir di Mataere, Kecamatan 
Kelara Kabupaten Je’neponto pada tanggal 01 
Februari 1992. Penulis merupakan anak ke tiga dari 
tiga bersaudara, putri dari pasangan Muh.Yusuf S.Ag 
Kr.Ledeng dengan Nurdaeni Kr.Nganne. Penulis 
memulai pendidikan di SDI Bukit Jaya Kecamatan 
Batang Kabupaten Jeneponto pada tahun 1998 hingga 
tahun 2004. Kemudian Pada tahun 2004 penulis melanjutkan Sekolah di 
lanjutan tingkat pertama yakni SMP Neg.1 Kelara Kabupaten Je’neponto 
dan tamat pada tahun 2007. Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di 
SMA Neg.1 Kelara pada tahun yang sama dengan mengambil jurusan IPA 
dan tamat pada tahun 2010.  Melalui jalur SNMPTN pada tahun 2010 
penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Jurusan Fisika 
Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Lalu ditahun berikutnya, 
yakni pada tahun 2011 penulis kembali mengikuti tes SNMPTN dan 
diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dengan mengambil spesifikasi Hukum Internasional Penulis meraih gelar 
Sarjana Hukum Pada Tanggal 02 Maret 2015. Sejak SMP hingga SMA 
Penulis aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Palang Merah 
Remaja. Dan di Perguruan tinggi penulis sebagai anggota di Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 
2013/2014-2014/2015.   
 
 
 
  
viii 
 
KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahiim 
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan Syukur atas segala nikmat iman, 
Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT 
sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam 
untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta 
keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 
Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di 
penjuru dunia. 
 Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Hukum dalam Bidang Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul dari skripsi ini 
adalah “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip World Trade Organization (WTO) 
dalam Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan”. 
Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentu saja tidaklah mudah, 
berbagai hambatan telah penulis lalui, dan Alhamdulillah penulis mampu 
melewatinya. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari para pihak yang tak 
henti-hentinya membantu penulis. Terima kasih untuk setiap do’a yang 
teriring, dukungan moril, bimbingan serta kerjasamanya. 
 Terima kasih yang tiada tara kepada kedua orang tua penulis. 
Kepada Ayahanda Muh. Yusuf.Tangke S.Ag Krg. Ledeng dan Ibunda 
Nurdaeni Krg.Nganne yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu 
memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta 
  
ix 
 
doanya. Juga kepada kedua kakak penulis Mirna Yunita S.Pd Krg.Bula 
dan Nurmi Haryani S.Pd Krg.Pone serta kepada kakanda Muh.Syahrir 
Usman Krg.Siga, terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator 
yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
Terima kasih kepada keluarga besar penulis . 
Kepada Bapak Dr.Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. Selaku 
pembimbing I dan juga bapak Dr.Maskun, S.H., LLM. Selaku pembimbing 
II. Terima kasih atas segala ilmu, nasehat, dan bantuan yang telah bapak 
berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga 
penyelesaian penulisan skripsi ini.  
 Pada kesempatan ini, tak lupa pula penulis ingin menyampaikan 
terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik selama 
masa perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada: 
1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries 
Tina Pulubuhu, M.A. 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu 
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. 
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
Bapak Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar.Bapak Dr. Hamzah, S.H, M.H. 
  
x 
 
6. Ketua Bagian Hukum Internasional.Bapak Prof.Dr. S.M.Noor S.H., 
M.H. 
7. Bapak Prof.Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H. , bapak Dr. Marthen 
Napang, S.H.,M.H dan bapak Dr.Laode Abdul Gani S.H.,M.H. 
selaku penguji serta bapaki Prof.Dr.S.M Noor S.H., M.H dan ibu 
Birkah Latif S.H, LLM selaku penguji pengganti. 
8. Ibu Dr.Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., selaku dosen 
pembimbing akademik. 
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
10. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
11. Kepala dan seluruh pegawai UPT Perpustakaan Umum Universitas 
Hasanuddin dan juga Kepala dan seluruh pegawai Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membantu dan 
memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan 
informasi yang dibutuhkan penulis. 
Terima kasih untuk wanita-wanita hebat yang telah menjadi teman, 
sahabat sekaligus saudara penulis Disyah Hardian Basuki S.Km, Sri 
Wahyuni Bahrun S.ST, Ifha Ramdayani S.Sos, Sri Wahyuni S.pd, Nuria 
Mentari Idris S.H, Anita Musliana, Ravita Sari Mahista, Muthmainna Yunus 
dan Fitriana Arifuddin.  
 
 
 
  
xi 
 
Terima kasih kepada rekan-rekan penulis : 
1. Teman-teman  MEDIASI angkatan 2011 dan teman-teman bagian 
Hukum Internasional (A.Muh.Hirzan S.H, Yunus S.H, Muhammad 
Fahri, Rahmatullah, Mutiah, dkk). 
2. Kakanda Senior LEGITIMASI angkatan 2010 dan Pengurus Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
periode 2013-2014 (K’Yuyun , K’Aso’, K’Dimas, K’Narto, K’Unci, 
K’Ardi, K’Shayd, Abraham dkk). 
3. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Periode 2014-2015. 
4. Teman-teman KKN Gelombang 87 Kec.Lanrisang Kab.Pinrang 
khususnya Posko Kelurahan Lanrisang ( Fajariah, Nurul Amaliah, 
Zulkifli Nurdin, Rezky Ramadhani, Khairina Rivai, Angga Wilantara, 
Gazali, Yudhi Prayoga) 
5. Untuk teman-teman alumni SMP/SMA Negeri 1 Kelara Jeneponto 
serta teman-teman dan keuarga besar Physics’10. Dan terakhir 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis 
selama penyelesaian skripsi ini. 
Penulis memahami bahwa setiap tulisan dari skripsi ini dibuat 
dengan segala keterbatasan dan daya upaya yang ada. Untuk itu dengan 
segala kerendahan hati penulis mengharapkan koreksi, masukan dan 
kritik dari para pihak yang sempat membaca skripsi ini. Semoga Allah 
  
xii 
 
SWT senantiasa merahmati setiap pengorbanan yang telah kita lakukan. 
Harapan penulis semoga karya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
 
 
Makassar,  Februari 2015 
 
    Penulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
xiii 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN 
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i 
HALAMAN PENGESAHAN  .................................................................. ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... iii 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH  ...........................................  
UJIANS SKRIPSI .................................................................................. iv 
KATA PENGANTAR ............................................................................. v 
DAFTAR ISI  ......................................................................................... x 
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 
A. Latar Belakang ........................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah .................................................................... 11 
C. Tujuan Penelitian  ..................................................................... 11 
D. Manfaat Penelitian .................................................................... 11 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 13 
A. Hukum Perdagangan Internasional ........................................... 13 
1. Pengertian Hukum Perdagangan  ..........................................  
Internasional ........................................................................ 13 
2. Prinsip-Prinsip Dasar .............................................................  
Hukum Perdagangan Internasional ..................................... 18 
3. Perdagangan Bebas (Free Trade) ....................................... 21 
B. Sejarah  dan Prinsip-Prinsip GATT ........................................... 24 
1. Sejarah GATT ...................................................................... 24 
2. Prinsip-Prinsip GATT ........................................................... 27 
C. World Trade Organization (WTO) ............................................. 36 
1. WTO dalam Organisasi Internasional .................................. 37 
2. Tujuan dan Fungsi WTO ...................................................... 38 
3. Badan-Badan dan Struktur WTO ......................................... 39 
4. Penyelesaian Sengketa dalam  WTO .................................. 43 
D. Hukum Perdagangan di Indonesia ............................................ 48 
E. Indonesia dalam WTO .............................................................. 51 
  
xiv 
 
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 57 
A. Jenis Penelitian ......................................................................... 57 
B. Lokasi Penelitian ....................................................................... 57 
C. Sumber Data ............................................................................. 58 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................................... 58 
E. Analisis Bahan Hukum .............................................................. 59 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 61 
A. Implementasi Prinsip-Prinsip WTO dalam ...................................  
UU Perdagangan di Indonesia .................................................. 61 
B. Harmonisasi antara Hukum Internasional ...................................  
dan Hukum Nasional (ketentuan-ketentuan WTO .......................  
dengan UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan) ............... 104 
BAB V PENUTUP .............................................................................. 110 
A. Kesimpuilan ............................................................................. 110 
B. Saran ....................................................................................... 110 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ xii 
 
  
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang 
 Seiring dengan arus globalisasi yang semakin cepat, 
perkembangan hukum dibidang ekonomi internasional pun kian progresif. 
Perkembangan tersebut  lalu menyebabkan perubahan yang fundamental 
dalam tatanan perekonomian internasional khususnya dalam sektor 
perdagangan. Sebagian besar negara-negara berkembang di dunia telah 
terdorong untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek 
perdagangan internasional. Salah satu praktek perdagangan yang berlaku 
dalam skala internasional ialah dengan diterapkannya sistem 
perdagangan bebas (free trade).  
 Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang 
tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing 
negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh 
masing–masing negara. Namun, dalam kenyataannya dengan semakin 
terbukanya sistem perekonomian hal tersebut tidak serta merta 
menciptakan kemakmuran bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. 
Ketiadaan suatu hambatan seringkali diidentikkan dengan perdagangan 
bebas. Tetapi bukan berarti kehadiran barang dan jasa tersebut tidak 
disertai diskriminasi ataupun menghadirkan diskriminasi pada pasar 
nasional. Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan 
antarnegara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antarprovinsi 
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yang tidak mempermasalahkan dari mana suatu barang atau jasa 
berasal.1 
 Adanya kebijakan dan peraturan perdagangan yang dikeluarkan 
suatu negara seringkali bertentangan dengan mekanisme pasar yang 
tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas sehingga menghambat 
penetrasi pasar bagi pelaku bisnis negara lain. Kondisi ini telah memicu 
peningkatan persaingan perdagangan antar negara sebagai konsekuensi 
atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara 
tersebut dalam rangka memperbaiki daya saing perekonomian.2 
 Disadari bahwa perdagangan bebas akan membawa manfaat yang 
lebih besar maka tuntutan untuk liberalisasi perdagangan dunia semakin 
marak yang dilakukan oleh sejumlah negara dalam berbagai forum 
perundingan perdagangan.3 Semua teori tentang perdagangan secara 
umum  memperlihatkan bahwa perdagangan internasional yang bebas 
akan membawa manfaat bagi negara yang berdagang dan dunia. Atas 
dasar pertimbangan tersebut sebagian besar negara dunia sepakat 
melakukan liberalisasi perdagangan internasional melalui perundingan 
dalam berbagai forum baik multilateral, regional maupun bilateral. 
 Dalam rangka liberalisasi perdagangan tersebut, sejak tahun 1947 
beberapa perjanjian perdagangan internasional yang penting telah 
                                                          
1
 Seriawan Wijatno dan Ariawan Gunadi, 2014, Perdagangan Bebas dan 
Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, PT.Grasindo, Jakarta, hlm.1-2. 
2
 Sjamsul Arifin, et.al., 2004,  Kerjasama Perdagangan Internasional (Peluang 
dan Tantangan Bagi Indonesia), PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.1. 
3
  Ibid. 
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disepakati oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Dalam tatanan 
multilateral misalnya, telah dibuat kesepakatan penting yakni GATT 
(General Agreement  on Tariffs and Trade), yang diikuti dengan berbagai 
putaran perundingan dalam kerangka GATT dan putaran perundingan 
yang disebut Uruguay Round berhasil membentuk World Trade 
Organization (WTO) berikut perjanjian-perjanjian yang menjadi 
lampirannya. Pendirian WTO ini dimaksudkan antara lain untuk 
membangun sistem  perdagangan multilateral yang terintegrasi, viable 
dan bertahan lama.4 
 WTO yang secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 
merupakan organisasi yang mengatur masalah perdagangan  antar 
negara. Di dalam WTO sistem perdagangan multilateral diatur dalam 
suatu persetujuan yang berisikan tentang aturan-aturan dasar mengenai 
perdagangan. Hal ini didasari atas persetujuan-persetujuan negara-
negara anggotanya.  
 Tujuan WTO yang pada pokoknya juga merupakan tujuan GATT 
seperti termuat dalam Annex (lampiran) 1a adalah meningkatkan standar 
hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas (full-
employment), memperluas produksi dan perdagangan serta 
memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan dunia. Tujuan-tujuan 
tersebut diperluas pula guna melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :  
                                                          
4
 Ibid, hlm.3. 
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1) WTO memperkenalkan pemikiran “pembangunan berkelanjutan” 
(sustainable development) dalam pemanfaatan sumber kekayaan 
dunia dan kebutuhan untuk melindungi serta melestarikan 
lingkungan yang sesuai dengan tingkat-tingkat pembangunan 
ekonomi yang berbeda-beda. 
2) WTO mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapat 
kepastian bahwa negara-negara sedang berkembang dan 
khususnya negara-negara yang kurang beruntung, mendapatkan 
bagian perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan 
internasional.5 
Sebagai salah satu negara  pendiri WTO, Indonesia sesuai dengan 
prinsip Pacta Sunt Servanda bahwa pihak yang turut serta dalam 
pembuatan piagam atau perjanjian otomatis terikat dengan isi perjanjian 
tersebut. Apalagi dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Persetujuan 
Pembentukan WTO melalui UU No. 7/1994 pada tanggal 2 November 
1994. Dengan demikian Negara Indonesia dianggap telah siap dalam 
menghadapi sistem perdagangan bebas. Dan konsekuensinya adalah 
Indonesia harus berhati-hati dalam memberlakukan peraturan ekonomi. 
 Dilain hal, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia 
adalah negara yang berdaulat. Dimana negara dalam hal ini pemerintah 
bebas membuat suatu kebijakan-kebijakan guna mengatur sistem 
                                                          
5
 Huala Adolf, 1997, Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar), PT.Raja 
Grafindo Persada, Jakarta,hlm.118.  
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ekonomi, politik, hukum dan lain-lain di dalam negeri. Sebagaimana yang 
tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah 
satu tujuan negara ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Agar dapat 
terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 Sebagai landasan konstitusional,  guna mewujudkan cita-cita 
tersebut, pada Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar hukum bagi 
sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan 
Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 34 sebagai satu kesatuan perangkat 
landasan hukum bagi sistem ekonomi Indonesia atau rambu-rambu 
ekonomi di Indonesia.6 
 Antara Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 mempunyai keterkaitan yang 
erat dalam rangka mengatur sistem perekonomian yang berbasis pada 
kesejahteraan rakyat. Adapun isi dari kedua Pasal tersebut yakni sebagai 
berikut : 
1. Pasal 27 ayat  (1) dan ayat (2) UUD 1945 
 
a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dan wajib 
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya. 
b. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
 
2. Pasal 33 UUD 1945 
 
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 
asas kekeluargaaan. 
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara. 
                                                          
6
 Syahmin AK, 2006, Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi 
Analitis), Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.3. 
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c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan utuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
 Apabila dicermati, UUD 1945 dalam kedua pasal tersebut di atas 
telah memberi landasan bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban 
setiap orang untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan 
harkat kemanusiaan sebagai salah satu hak dasar sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 27 dan kepentingan umum yang menyangkut masalah hajat 
hidup orang banyak dan manfaat untuk sebesar-besarnyanya 
kemakmuran rakyat yang dituangkan dalam Pasal 33. Selain asas 
keseimbangan, kedua pasal tersebut juga mengandung asas persamaan, 
asas kemanusiaan, asas kekeluargaan dan asas manfaat. Alinea 2 
penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur landasan hukum 
perekonomian nasional, menyatakan sebagai berikut. 
Perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi, 
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak 
tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan 
rakyat banyak yang tertindas. Hanya perusahaan yang tidak 
menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang 
seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam 
bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus 
dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. 
 
Dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 
demokrasi ekonomi merupakan dasar perekonomian Indonesia yang 
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prinsip-prinsip pokoknya telah dijabarkan lebih lanjut dalam kaidah 
penuntun GBHN 1993.7  
 Dalam rangka menghadapi ASEAN Economy Community sebagai 
salah satu bentuk dari liberalisasi perdagangan yang akan diberlakukan 
tahun 2015 pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan hukum 
yakni dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan. Dimana dalam kurun waktu 80 tahun, sebelum 
disahkannya undang-undang tersebut, Indonesia telah menggunakan 
hukum perdagangan Belanda (Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie 
1934, Staatsblad 1938 Nomor 86). Dan pada tanggal 11 Februari 2014 
undang-undang tersebut disahkan oleh DPR. 
 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan  pada 
dasarnya sangat mengedepankan kepentingan nasional dan bertujuan 
untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, membuat regulasi 
perdagangan dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap 
konsumen. Secara konseptual, kehadiran Undang-Undang Perdagangan 
yang baru tersebut dalam perspektif yang lebih strategis adalah 
dimaksudkan untuk mengamankan seluruh wilayah perdagangan 
Indonesia guna memaksimalkan penciptaan nilai tambah bagi 
perekonomian nasional. 
                                                          
7
 Ibid, hlm. 4-5. 
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 Dengan Undang-Undang Perdagangan tersebut maka secara 
substansial ada keinginan pemerintah Indonesia untuk meletakkan 
kebijakan hukum dalam menghadapi era pasar bebas yang antara lain : 
1) Produk-produk yang diperdagangkan di dalam negeri 
semaksimal mungkin diproduksi didalam negeri; 
2) Ketahanan ekonomi nasional diciptakan melalui ketahanan 
pangan dan ketahanan energi, serta menjaga keseimbangan 
kepentingan produsen dihulu maupun kepentingan konsumen di 
hilir; 
3) Bahwa kerangka perlindungan konsumen perlu ditegakkan 
melalui kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia untuk 
barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan 
ketentuan pemenuhan SNI; 
4) Pelaku usaha di seluruh penjuru tanah air terutama pelaku 
KUMKM dapat bekerja lebih efisien dan berkembang lebih maju; 
5) Upaya untuk menciptakan ketertiban dan tumbuh 
kembangkannya pelaku usaha yang bergerak dalam sistem 
perdagangan melalui elektronik; 
6) Kedaulatan rakyat dilindungi dengan DPR dalam ratifikasi 
perjanjian kerjasama perdagangan internasional; 
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7) Adanya pembentukan komite perdagangan nasional untuk 
membantu pemerintah dalam percepatan pencapaian 
pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan.8 
 Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang tentang 
Perdagangan tersebut antara lain adalah : perdagangan dalam negeri, 
perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, perizinan, 
standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan 
pengamanan perdagangan, pemberdayaan KUMKM, pengembangan 
ekspor, tugas dan wewenang kerjasama perdagangan internasional, 
sistem informasi perdagangan, komite perdagangan nasional, serta 
pengawasan dan penyidikan. 
 Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam 
salah satu Pasalnya yakni  Pasal 49 ayat (4), menyatakan bahwa: 
“Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional Menteri dapat 
mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea 
masuk terhadap barang impor sementara”.  
 
 Selanjutnya dalam  Pasal 82 disebutkan : 
(1) Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan 
mengamankan kepentingan nasional, pemerintah dapat 
melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain 
dan/atau lembaga/organisasi internasional. 
(2) Kerjasama perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan  internasional. 
 
 Kemudian dalam pasal lain dari undang-undang tersebut yakni 
Pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa : 
                                                          
8
 Juajir Sumardi, Seminar; “Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Perspektif  
Hukum dan Kepentingan Nasional”, Universitas Hasanuddin, Makassar, 13 September 
2014. 
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“Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan  kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
kerja setelah penandatangan perjanjian.” 
 
 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri telah 
terikat dan banyak menjadi Contracting Party9 atau subjek dalam 
perjanjian perdagangan bebas baik ditingkat regional, bilateral maupun 
multilateral.10 Apabila  dilihat lebih jauh lagi  isi Pasal 49 ayat (4) dan 
Pasal 82 , keduanya memiliki tujuan yang sama yakni melindungi 
kepentingan nasional. Sangat terlihat  jelas bahwa Undang-Undang 
tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk proteksionisme11 pemerintah bagi 
sistem perekonomian nasional. Lalu kemudian, bagaimana dengan 
perjanjian-perjanjian perdagangan yang sebelumnya yang telah disepakati 
oleh pemerintah Indonesia sendiri, khususnya dalam Word Trade 
Organization (WTO). Apakah undang-undang tersebut dapat 
mempengaruhi keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara anggota 
WTO. 
 
 
 
                                                          
9
 Contracting Party diartikan sebagai entitas yang telah mengikuti perjanjian yang 
mengikat dengan satu subjek hukum atau lebih lainnya termasuk di dalamnya 
memberikan keuntungan dan kewajiban yang harus diemban dalam perjanjian tersebut. 
Untuk menjamin validitas dari suatu perjanjian, pihak yang terikat dalam kontrak harus 
merupakan pihak yang berkompeten dalam perjanjian tersebut. (Seriawan Wijatno & 
Ariawan Gunadi Op.cit. Hlm.8.) 
10
 Loc.cit.. 
11
 Proteksionisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan paham 
bahwa ekonomi di dalam negeri harus dilindungi pemerintah dari persaingan luar negeri. 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Penerbit 
Balai Pustaka, edisi ketiga, 2001, Hlm. 900. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok kajian isu dalam penulisan dan 
penelitian ini yaitu : 
1. Apakah prinsip-prinsip dalam WTO telah terimplementasi dalam 
Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan? 
2. Bagaimanakah harmonisasi ketentuan-ketentuan WTO dengan 
Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan?  
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip WTO dalam Undang-
Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan. 
2. Untuk mengetahui harmonisasi ketentuan-ketentuan WTO dengan 
Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penulisannya diharapkan hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat baik secara praktis maupun secara teoritis. Manfaat 
secara praktis dimaksudkan agar para pelaku ekonomi khususnya di 
bidang perdagangan mampu menjalankan aktivitas perdagangan 
baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan 
memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Khususnya 
peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan oleh 
pemerintah Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No.7 tahun 
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2014 tentang perdagangan serta tidak mengenyampingkan prinsip-
prinsip dan aturan perdagangan internasional dalam kerangka World 
Trade Organization (WTO). 
Sementara dari segi teoritis, kajian ini diharapkan dapat 
menjadi referensi penting bagi para mahasiswa. Khususnya yang 
berminat mempelajari tentang perdagangan bebas serta organisasi 
perdagangan dunia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Perdagangan Internasional 
1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional 
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum 
yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang  hukum ini pun cukup 
luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat 
mencakup banyak jenisnya,dari bentuknya yang sederhana hingga 
hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.12 Esensi dari 
bertransaksi dagang merupakan suatu “kebebasan fundamental” 
(fundamental freedom). Dengan kebebasan ini, siapa saja harus 
memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh 
dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik 
sistem hukum dan lain-lain. Piagam Hak-hak dan Kewajiban Negara 
(Charter of Economic Rights and Duties of State) juga mengakui 
bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan 
internasional. (“every state has the right to engage in international 
trade”).13 
Meskipun dalam perkembangannya bidang hukum 
perdagangan internasional berjalan cepat, namun untuk membuat 
suatu definisi terhadap bidang hukum ini berbeda-beda satu sama lain. 
                                                          
12
 Huala Adolf, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGrafindo, 
Jakarta, hlm. 1 
13
 Ibid, hlm.3. 
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Adapun definisi tentang perdagangan internasional adalah sebagai 
berikut. 
Menurut laporan Sekjen PBB, yang telah diajukan untuk 
memenuhi resolusi sidang umum No.2102/XX/tgl.20 Desember 1965 
menyebutkan bahwa hukum dagang internasional adalah: 
“Keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan-hubungan 
dagang bersifat hukum perdata dan mencakup berbagai 
negara” (the body of rules governing commercial relationship of 
a private law nature involving different countries).14 
 
Huala Adolf menegaskan bahwan definisi ini sebenarnya 
merupakan definisi buatan seorang guru besar ternama dalam hukum 
dagang internasional dari City of London College, yaitu professor Clive 
M. Schmitthoff. Dari definisi tersebut di atas tampak unsur-unsur  
berikut.15 
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan 
aturan yang mengatur  hubungan-hubungan komersial yang 
sifatnya hukum perdata. 
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi 
yang berbeda negara. 
Definisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan 
tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Schmitthoff 
menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk 
hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. 
                                                          
14
 Sudargo Gautama, 2010, Hukum Dagang Internasional , PT.Alumni, Bandung,  
hlm.24 
15
 Huala Adolf, Supra note 12, hlm. 4. 
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Termasuk dalam bidang hukum publik. Ini yakni aturan-aturan yang 
mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur 
perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.16 
Definisi yang kedua dari M.Rafiqul Islam, dalam upayanya 
memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, 
Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan 
internasional dan hubungan keuangan (financial relationship). Dalam 
hal ini Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional 
sebagai “….a wide ranging, transnational, commercial exchange of 
goods and services between individual business persons, trading 
bodies and state”. 
Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan 
internasional. Keterkaitan erat ini tampak karena hubungan-hubungan 
keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan antara para 
pedagang. Dengan adanya keterkaitan tersebut, Rafiqul Islam 
mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan (international trade 
and finance law) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan 
praktik yang menciptakan suatu pengaturan (regulatory regime) untuk 
transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem 
pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial 
lembaga-lembaga perdagangan. 
                                                          
16
 Ibid. hlm.4. 
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Sarjana lainnya yang mencoba memberikan batasan bidang 
hukum ini adalah sarjana Australia, Michelle Sanson. Sanson 
memberikan batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata 
dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang dan internasional. Hukum 
perdagangan internasional menurut definisi Sanson “can be defined as 
the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of 
goods, services and technology between nations”. Dalam definisinya 
Sanson tidak memberikan penjelasan terkait bidang hukum ini jatuh ke 
bidang hukum privat, publik atau hukum internasional. Meskipun 
demikian, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke 
dalam dua bagian utama , yaitu hukum perdagangan internasional 
publik (public international trade law) dan hukum perdagangan  
internasional  privat (private international trade law). 
Public international trade law adalah hukum yang mengatur 
perilaku dagang antarnegara. Sementara itu, private international trade 
law adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang 
perorangan (private traders) di negara-negara yang berbeda. 
Meskipun ada perbedaan ini, namun para sarjana mengakui bahwa 
batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis 
batasnya. 
Herculer Booysen, sarjana Afrika selatan tidak memberi definisi 
secara tegas. Dalam upayanya memberikan definisi tersebut, beliau 
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hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan 
internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni sebagai berikut: 
1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai 
suatu cabang khusus dari hukum internasional (international 
trade law may also  be regarded as a specialized branch of 
international law). 
2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan 
hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan 
barang, jasa dan perlindungan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI) (International trade law can be described 
as those rules of international law which are applicable to 
trade in goods, services and the protection of intellectual 
property). 
3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan 
hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung 
terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena 
sifat aturan-aturan hukum nasional ini, aturan-aturan 
tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan 
internasional.17 
Dari beberapa definisi mengenai hukum perdagangan diatas, 
penulis sependapat dengan Herculer Booysen. Bahwa pada dasarnya 
hukum perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari 
                                                          
17
 Ibid, hlm. 6-12. 
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hukum internasional yang berbentuk aturan atau norma hukum yang 
berlaku secara universal dan berupa ketentuan-ketentuan terhadap 
aktivitas-aktivitas perdagangan antara dua negara atau lebih baik 
terkait dengan barang, jasa, maupun hak kekayaan intelektual.   
2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional 
Menurut Poerwadarminta, yang dimaksud dengan prinsip 
adalah asas (kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, 
bertindak dan sebagainya), sedangkan menurut kamus besar bahasa 
Indonesia, prinsip adalah dasar, asas (kebenaran yang menjadi pokok 
dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).18 
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles)  yang dikenal 
dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana 
hukum perdagangan internasional, yaitu Profesor Aleksander 
Goldstajn. Beliau memperkenalkan tiga prinsip dasar tersebut, yaitu: 
prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the 
freedom of contract) , prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip 
penggunaan arbitrase.  
a) Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak 
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya 
merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan 
internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang 
                                                          
18
 Syahmin AK, Op.cit., hlm.35-36 
  
19 
 
mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-
kontrak dagang (internasional). 
Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang 
cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis 
kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan 
untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia 
mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan 
berlaku terhadap kontrak dan lain-lain. Kebebasan ini sudah 
barang tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan dan lain-lain 
persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem 
hukum. 
b) Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda 
Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang 
mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah 
ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia 
menghormati prinsip ini. Pacta Sunt Servanda (aggrements 
must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa 
“setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para 
pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum 
Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 
1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding 
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upon the parties to it and must be performed by them in good 
faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus 
dilaksanakan dengan itikad baik).19 
c) Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 
Prinsip selanjutnya, prinsip penggunaan arbitrase 
tampaknya agak ganjil. Lebih lanjut Huala Adolf mengatakan 
bahwa,  Goldstajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan 
yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah 
forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. 
Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam 
kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itu prinsip ketiga ini 
memang relevan. Kelebihan dan alasan mengapa penggunaan 
arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum 
perdagangan internasional ialah 20 sebagai berikut. 
“moreover, to the extent that the settlement of differences 
is reffered to arbitration, a uniform order is being created. 
Arbitration tribunals often apply criteria other than those 
applied in court. Arbitrators appear more ready to 
interpret rules freely, taking into account customs, usage 
and business practice. Further, the fact that the 
enforcement of foreign arbitral awards is generally more 
easy than the enforcement of foreighn court decisions is 
conducive to a preference for arbitration.”  
d) Prinsip dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi) 
Disamping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar 
lainnya ialah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi 
                                                          
19
 http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html , Diakses 
tanggal 22 januari 2015. (dikutip dari : UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 
1969), Article 26) 
20
 Huala Adolf,  Supra note 12, hlm.15-17. 
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internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi 
(dalam pengertian luas, termasuk didalamnya kebebasan 
bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para 
pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan 
siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau 
komunikasi,baik darat, laut, udara, atau melalui sarana 
elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya 
perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi untuk maksud 
berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh 
sistem ekonomi, sistem politik atau sistem hukum.21 
3. Perdagangan Bebas (Free Trade)   
Berbicara mengenai perdagangan bebas atau free trade  tidak 
terlepas dari dampaknya bagi sistem perekonomian nasional. Terdapat 
beberapa pemikir dengan ide mereka yang relevan mengenai filosofi 
dari perdagangan bebas, antara lain : Aristoteles, John Rawls dan 
Frank J.Garcia.22 
Menurut Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi bahwa 
perdagangan bebas atau free trade meletakkan dirinya dengan prinsip 
menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat 
tariff barrier maupun non tariff barrier. Perdagangan yang dilandasi 
mekanisme pasar murni (berdasar pada permintaan dan penawaran) 
tanpa pengaruh-pengaruh nonekonomi dan pengaruh-pengaruh 
                                                          
21
 Ibid., hlm. 17. 
22
 Seriawan Wijatno & Ariawan Gunadi, 2014, Perdagangan Bebas dan 
Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, PT.Grasindo, Jakarta, hlm.27. 
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intervensi regulasi yang menyebabkan eksklusivisme. Perdagangan 
bebas juga harus diartikan sebagai pasar bebas, yang bebas dari 
pengaruh politis dari negara dan hubungan antarnegara.23 
Syahmin AK menyatakan bahwa perdagangan bebas dalam arti 
yang sebenarnya adalah arus barang dan jasa yang bebas melewati 
batas Negara. Perdagangan ini tidak dihambat oleh campur tangan 
pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan 
lainnya.24 
Pasar bebas mempunyai makna adanya suatu perdagangan 
yang melintasi antar negara, baik yang berkenaan dengan impor 
maupun ekspor, yang tidak dibatasi atau diintervensi dengan 
pengenaan tariff, kuota , subsidi dan batasan lainnya yang dapat 
menghambat kelancaran arus barang perdagangan.25 Perdagangan 
bebas didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan, yakni 
hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar 
individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di 
negara yang berbeda. Dengan tujuan yang antara lain: 1) memperkuat 
dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua pihak, 2) 
meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan 
dan penghapusan tariff, 3) mencari area baru dan mengembangkan 
kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak, 4) memfasilitasi 
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 Syahmin AK, Op.cit., hlm.22. 
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 Azkari Azka, Implikasi China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) 
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integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru 
ASEAN dan menjembatani gap yang ada dikedua belah pihak.26 
Konsep perdagangan bebas (liberalisasi perdagangan) menurut 
Adam Smith, seorang ahli ekonomi klasik, merupakan kegiatan 
perdagangan barang-barang yang dibiarkan bebas berdasarkan 
hukum pasar atau yang oleh Hugo Grotius diistilahkan dengan Laissez 
Faire,  yang dapat didefinisikan “ bebas melakukan apa yang engkau 
inginkan” atau bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu 
orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi 
pertanian.27 
Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan fitur 
berikut: 
a) Perdagangan barang tanpa pajak (termasuk tarif) atau 
hambatan perdagangan lainnya (misalnya, kuota impor atau 
subsidi untuk produsen). 
b) Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan 
lainnya. 
c) Tidak adanya "trade-distorting" kebijakan (seperti pajak, 
subsidi, peraturan, atau hukum) yang memberikan beberapa 
perusahaan, rumah tangga, atau faktor-faktor produksi 
keuntungan lebih dari orang lain. 
d) Akses ke pasar yang tidak diatur. 
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e) Akses informasi pasar yang tidak diatur. 
f) Ketidakmampuan perusahaan untuk mendistorsi pasar 
melalui monopoli yang dikenakan pemerintah atau kekuatan 
oligopoly 
g) Perjanjian perdagangan yang mendorong perdagangan 
bebas.28 
B. Sejarah  dan Prinsip-Prinsip GATT  
1) Sejarah GATT 
GATT didirikan setelah perang Dunia II pada Oktober tahun 
1947 bersamaan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
Internasional Monetary Fund (IMF), International Bank for 
Reconstruction and Develophment (IBRD/BANK DUNIA) . Ada dua 
puluh tiga anggota yang tergabung dalam GATT. Hingga tahun 1994, 
ketika Putaran Uruguay telah selesai dan Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. GATT adalah 
satu-satunya organisasi multilateral yang membuat peraturan tentang 
kebijakan perdagangan internasional.29  
Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang 
khusus ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Pada waktu itu, 
masyarakat internasional menemui kesulitan untuk mencapai kata 
sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai 
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 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas . Diakses tanggal 21 
Oktober 2014. 
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 Ratya Anindita & Michael R.Reed, 2008,  Bisnis dan Perdagangan 
Internasional, CV. Andi Offset, Yogyakarta,  hlm.67. 
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pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah praktik proteksionisme yang berlangsung  
pada tahun 1930-an yang memukul perekonomian dunia. 
Pada waktu pembentukannya, negara-negara yang pertama kali 
menjadi anggota adalah 23 negara. Ke-23 ini juga yang membuat dan 
merancang piagam Internasional Trade Organization (ITO) yang pada 
waktu itu direncanakan sebagai suatu badan khusus PBB. Piagam 
tersebut dimaksudkan bukan saja untuk memberikan ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan dalam perdagangan dunia, tetapi juga 
membuat keputusan-keputusan mengenai ketenagakerjaan 
(employment), persetujuan komoditi , praktik-praktik restriktif 
(pembatasan) perdagangan, penanaman modal internasional dan jasa. 
Benih sejarah pembentukan GATT sebenarnya berawal dari pada 
waktu ditandatanganinya piagam Atlantik pada bulan Agustus 1941. 
Salah satu tujuan dari piagam ini adalah menciptakan suatu sistem 
perdagangan dunia yang didasarkan pada nondiskriminasi dan 
kebebasan tukar-menukar barang dan jasa.30 
Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan 
perundingan telah berlangsung antara tahun 1943-1944, khususnya 
antara Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Pada tanggal 6 
Desember, Amerika Serikat pertama kalinya mengusulkan perlunya 
pembentukan suatu organisasi perdagangan Internasional. Tujuannya 
                                                          
30
 Huala Adolf,  Supra note 12,  hlm.102-103 
  
26 
 
adalah untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, 
memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan 
mengoordinasi kebijakan perdagangan negara-negara.31 
Namun, upaya atau usulan yang dilontarkan oleh Amerika 
Serikat telah mengalami beberapa tahun perundingan (1945-1948). 
Ternyata Kongres Amerika Serikat menolak menandatangani piagam 
pendirian ITO. Dasar pemikiran penyusunan GATT adalah suatu 
kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi tariff dan klausul-
klausul perlindungan (protektif) guna mengatur komitmen tariff. GATT 
karenanya dirancang sebagai suatu persetujuan tambahan yang 
posisinya berada di bawah piagam ITO. Tetapi pada waktu itu GATT 
tidak dirancang menjadi suatu organisasi. 
Menyadari piagam ITO tidak akan diratifikasi oleh negara pelaku 
utama perekonomian dunia, negara-negara mengambil inisiatif untuk 
memberlakukan GATT melalui “Protocol of Provisional Application” 
(PPA) yang ditandatangani oleh 22 anggota asli GATT pada akhir 
1947. Sejak itulah GATT kemudian diberlakukan. 
GATT menyelenggarakan putaran-putaran perundingan (round) 
untuk membahas isu-isu (hukum) perdagangan dunia. Sejak berdiri 
pada tahun 1947, GATT telah menyelenggarakan 8 putaran. Adapun 
putaran-putaran perundingan perdagangan multilateral yang telah 
berlangsung di masa lalu antara lain :  perundingan di Jenewa (April-
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Oktober 1947), peundingan di Uruguay (1949), Perundingan di 
Targuay (1950-1951), perundingan di Jenewa (1955), Perundingan 
Dillon Round (1960-1961), perundingan Kennedy Round, Tokyo Round 
(1972-1979).32Putaran terakhir, Uruguay Round berlangsung dari 
1986-1994 yang dimulai dari kota Jenewa Swiss. Meskipun disadari 
bahwa GATT dari segi atau persyaratan suatu organisasi masih lemah, 
namun para perunding sewaktu mempersiakan perundingan Uruguay 
tidak membayangkan sama sekali untuk mendirikan suatu organisasi 
internasional yang bersifat formal. 33 
GATT sebagai lembaga internasional mempunyai beberapa 
wajah, tergantung dari sisi mana penglihatan yang digunakan. 
Komponen utama GATT sebagai lembaga internasional terdiri dari 
sebagai berikut. 1) GATT sebagai perjanjian internasional, 2) GATT 
sebagai forum pengambilan pengambilan keutusan, 3) GATT sebagai 
forum penyelesaian sengketa, 4) GATT sebagai forum negosiasi, 5) 
GATT sebagai organisasi internasional dan 6) GATT sebagai 
sekretariat internasional.34 
2) Prinsip-Prinsip GATT 
Aturan dan prinsip-prinsip GATT boleh dikatakan hanya janji-
janji dan harapan bagi para anggotanya. Tidak ada kekuatan 
pemerintahan internasional atau kekuatan yang dapat memaksa untuk 
mendukung aturan dan persetujuan GATT. Kedaulatan nasional selalu 
                                                          
32
 Syahmin Ak, Op.cit.,  hlm.57-58. 
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  Huala Adolf, Supra note 5, hlm.115. 
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menjadi masalah karena aturan multilateral akan berdampak negatif 
kepada anggotanya. Aturan dan prinsip-prinsip GATT mempermudah 
negara anggota untuk melakukan perubahan dengan membuka 
perekonomian mereka. 
GATT dikendalikan oleh sejumlah prinsip yang disetujui oleh 
anggotanya, yaitu : 
a. Reciprocity , suatu negara berada pada suatu posisi tawar- 
menawar dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan 
dengan harapan negara lain akan melakukan hal yang 
sama. 
b. Nondiscrimination, suatu negara akan memberikan seluruh 
anggota GATT preferensi yang sama. Hal ini sering disebut  
The most favored nation principle (MFN). 
c. Transparency , hambatan perdagangan seharusnya mudah 
dikenali oleh yang lainnya , tidak disembunyikan. 
d. National treatment, barang yang diterima diantara negara-
negara sebaiknya diperlakukan sama, tanpa 
mempermasalahkan negara asal barang tersebut. 
e. Compensation, setiap negara dilarang memberikan 
kompensasi atas kebijakan yang dilakukan oleh negara 
lain.35 
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29 
 
Menurut Soedradjad Djiwandodo, pada prinsipnya perdagangan 
multilateral dalam GATT pada dasarnya terdiri dari tiga hal pokok, 
yakni : pertama, prinsip resiprositas atau timbal balik, artinya perlakuan 
yang diberikan suatu negara kepada negara lain, harus diimbangi pula 
dengan perlakuan yang sama dari negara lain ke mitra dagangnya 
tersebut; kedua, prinsip nondiskriminasi atau perlakuan yang sama, 
prinsip ini dikenal dengan sebutan Most Favoured Nation (MFN) yang 
maknanya ialah jika suatu negara mengistimewakan suatu negara, 
maka keistimewaan itu juga harus diberikan kepada negara lainnya; 
dan  ketiga, transparansi atau keterbukaan, artinya perlakuan dan 
kebijaksanaan yang dilakukan suatu negara harus transparan, jelas 
dan dapat diketahui mitra dagangnya.36 
Secara terperinci, Huala Adolf juga menjelaskan mengenai 
prinsip-prinsip  GATT. Beliau menyebutkan, untuk mencapai tujuan-
tujuannya GATT berpedoman pada lima prinsip  utama. Prinsip yang 
dimaksud adalah sebagai berikut.37 
a) Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) 
Prinsip Most Favoured Nation (MFN) ini termuat dalam 
Pasal I GATT yang berjudul  General Favoured Nation 
Treatment. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan 
perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. 
Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk 
                                                          
36
 Abdul Manan, 2014, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192.  
37
 Huala Adolf, Supra note 12, hlm.108. 
  
30 
 
memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama 
dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang 
menyangkut biaya-biaya lainnya. 
Berdasarkan prinsip MFN, suatu negara anggota pada 
dasarnya dapat menuntut untuk diberlakukan sama terhadap 
produk impor dan ekspornya di negara-negara anggota lain. 
Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip 
ini. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam 
pasal-pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang 
ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konferensi-konferensi 
GATT melalui suatu penangguhan (waiver) dan prinsip-prinsip 
GATT berdasarkan Pasal XXV. Pengecualian yang dimaksud 
adalah sebagai berikut. 
a. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas 
(frontier traffic advantage), tidak boleh dikenakan 
terhadap anggota GATT lainnya (Pasal VI) 
b. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang 
sudah ada (misalnya kerja sama ekonomi dalam 
british commonwealth’; the French Union (Prancis 
dengan Negara-negara bekas kolonialnya); dan 
Banelux (Banelux Economic Union), tetap boleh terus 
dilaksanakan namun tingkat batas preferensinya tidak 
boleh dinaikkan (Pasal 1 ayat 2-4). 
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c. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu 
Customs Union atau Free Trade Area yang 
memenuhi persyaratan Pasal XXIV tidak harus 
memberikan perlakuan yang sama kepada negara 
anggota lainnya. 
d. Pemberian preferensi tariff oleh negara-negara maju 
kepada produk impor dari negara yang sedang 
berkembang atau negara-negara yang kurang 
beruntung (least developed) melalui fasilitas 
generalized system of preference (sistem preferensi 
umum). 
Pengecualian lainnya adalah apa yang disebut dengan 
ketentuan pengamanan (safeguard rule). Pengecualian ini 
mengakui bahwa suatu pemerintah apabila tidak mempunyai 
upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk 
sementara waktu industri dalam negerinya. Safeguard rule 
diatur dalam Pasal XIX, memperbolehkan kebijakan demikian, 
namun hanya dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja.38 
b) Prinsip National Treatment 
Prinsip national treatment terdapat dalam Pasal III GATT. 
Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara harus 
diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip 
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ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-
pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-
undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) 
yang memengurusi penjualan, pembelian, pengangkutan, 
distribusi atau penggunaan produk di pasar dalam negeri. 
Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap 
proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan 
administratif atau legislatif.39 
Menurut Herman Mosler, bahwa unsur-unsur penting 
yang terkandung dalam prinsip national treatment adalah 
sebagai berikut. 
a. Adanya kepentingan lebih dari satu negara. 
b. Kepentingan tersebut terletak di wilayah yusrisdiksi 
suatu negara. 
c. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan 
yang sama baik terhadap kepentingan  sendiri 
maupun kepentingan negara lain yang berada di 
wilayahnya. 
d. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan 
keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan 
merugikan kepentingan negara lain. 
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Penerapan prinsip national treatment merupakan 
pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara. 
Adapun tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan 
harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak terjadi 
perlakuan yang diskriminatif  antara produk domestik dan 
produk impor, artinya kedua produk tersebut harus 
mendapatkan perlakuan yang sama.40 
c) Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif 
Ketentuan dasar GATT adalah larangan retriksi kuantitatif 
yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Retriksi 
Kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apa pun 
(misalnya penetapan kuota impor atau ekspor) pada dasarnya 
dilarang (IX). Hal ini disebabkan karena praktik demikian 
mengganggu praktik perdagangan normal. 
Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas di 
negara maju.  Namun demikian, dalam pelaksanaannya, hal 
tersebut dapat dilakukan dalam hal: pertama, untuk mencegah 
terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor; 
kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri khusunya yang 
menyangkut produk pertanian dan perikanan;  ketiga, untuk 
mengamankan , berdasarkan escape clause (Pasal XIX), 
meningkatnya impor yang berlebihan (increase of imports ) di 
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dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya 
terancamnya produksi dalam negeri; keempat,  untuk 
melindungi neraca pembayaran (luar negerinya) (XII).41 
d) Prinsip Perlindungan Melalui Tariff 
Prinsip ini diatur dalam artikel II section (2) GATT-WTO 
1995, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi 
berapapun besarnya tariff yang telah disepakatinya atau disebut 
dengan prinsip tariff mengikat.42 
Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan 
proteksi terhadap industri domestik melalui tariff (menaikkan 
tingkat tariff bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya 
perdagangan lainnya. Perlindungan dengan tariff ini 
menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan 
dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. 
Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang 
ekspor dari luar negeri, pengenaan tariff ini masih dibolehkan 
dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak 
menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam 
negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang 
bersangkutan. Meskipun dibolehkan, penggunaan tariff ini tetap 
tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya, pengenaan 
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atau penerapan tariff tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif 
dan tunduk pada komitmen tariffnya kepada GATT/WTO.43 
e) Prinsip Resiprositas 
Prinsip resiprositas yang diatur dalam artikel II GATT 
1947, mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara 
sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan 
perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara, 
dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya 
menurunkan tariff masuk atas produk impor dari suatu negara, 
maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga 
menurunkan tariff masuk untuk produk dari negara yang 
pertama tadi. 
Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara 
timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas 
barang dan jasa. Adapun tujuan dari prinsip ini ialah dalam hal 
terjadi pertukaran barang antara dua negara secara timbal balik 
dan menghendaki adanya kebijaksanaan atau konsensi yang 
seimbang dan saling menguntungkan antara negara yang satu 
dengan yang lainnya dalam perdagangan internasional.44 
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 Komitmen tariff maksudnya adalah tingkat tariff dari suatu negara terhadap 
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36 
 
C. World Trade Organization  (WTO) 
Setelah tujuh setengah tahun perdebatan dan bernegosiasi putaran 
Uruguay tentang GATT akhirnya dapat dilengkapi pada 15 April 1994 
dengan 111 negara dari 125 menandatangani final document. Persetujuan 
final WTO diterima oleh 104 negara dan berlaku sejak januari 1995 dan 81 
anggota menunjukkan representasi dari 90 % perdagangan internasional 
termasuk Triad Power  Jepang,  Amerika , dan Eropa.45 
Lahirnya WTO membawa dua perubahan yang cukup penting bagi 
GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah 
satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi 
kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, 
khususnya perjanjian mengenai jasa (GATS), penanaman modal (TRIMs), 
dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan 
Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS).46 
Sebagai salah satu organisasi internasional, World Trade 
Organization (WTO)  telah berhasil memainkan perannya secara 
signifikan dalam menciptakan sistem perdagangan internasional. Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan jumlah negara-negara anggota yang hingga 
saat ini hampir mencapai 150 negara serta menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan untuk mengarahkan liberalisasi perdagangan dunia.  
WTO  Agreement  terdiri atas 16 Pasal dan menjelaskan secara 
lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya 
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dan prosedur pengambilan keputusan. Berikut akan disajikan beberapa 
penjelasan mengenai World Trade Organization (WTO).  
1) WTO dalam Organisasi Internasional 
WTO adalah organisasi internasional yang berdasarkan atas 
prinsip perdagangan bebas (free trade). Dalam peranannya sebagai 
organisasi yang mengatur masalah perdagangan dunia, WTO didirikan 
dengan maksud menciptakan kesejahteraan anggota melalui 
perdagangan internasional yang bebas dan adil. 
Suatu hal yang unik dan menarik dibahas adalah kegandaan 
peranan WTO dimana organisasi perdagangan dunia ini berperan 
sebagai forum permanen bernegosiasi, organisasi kerjasama dalam 
konferensi internasional yang didirikan berdasarkan hukum 
internasional tradisional dimana negara sebagai subjek pertama dan 
utama dalam hukum Internasional. Disisi lain WTO memiliki lembaga 
yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadikan 
WTO sebagai organisasi yang integratif yang berakar dalam hukum 
internasional Kontemporer. Sebagai organisasi internasional WTO 
memiliki tiga Lembaga yang berbeda secara fungsional tetapi 
terintegrasi secara sistematik.47 
Pembentukan lembaga ini sudah barang tentu diharapkan dapat 
memainkan peranan yang baik dalam menopang pembangunan 
ekonomi dunia dan dapat menguntungkan dalam pertumbuhan 
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ekonomi para anggotanya. Kehadiran WTO diharapkan dapat 
melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan yakni tetap 
pada perwujudan perdagangan bebas yang jujur, terbuka dan adil. 48 
2) Tujuan dan Fungsi WTO 
Tujuan pendirian WTO ditegaskan dalam undang-undang 
pendirian WTO yaitu mendorong arus perdagangan antar negara 
melalui pengurangan tariff dan hambatan dalam perdagangan serta 
membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan 
internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, WTO memberikan 
kerangka kelembagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan 
hubungan perdagangan internasional antar anggotanya. 
Selanjutnya tujuan pembentukan WTO tersebut direfleksikan ke 
dalam 5 fungsi WTO yakni : 
1) WTO berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fasilitasi 
implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari perjanjian 
WTO serta memberikan kerangka kerja untuk implementasi, 
administrasi dan pelaksanaan dari perjanjian plurilateral. 
2) WTO berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan forum 
untuk melakukan perundingan di antara anggotanya terkait 
dengan isu yang diatur dalam perjanjian WTO termasuk 
menyediakan forum dan kerangka kerja untuk implementasi 
hasil-hasil perundingan yang telah dicapai. 
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3) WTO bertindak selaku administrator dari aturan 
penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Understanding). 
4) WTO berfungsi selaku administrator mekanisme pengujian 
kebijakan perdagangan yang secara regular melakukan 
peninjauan terhadap ketentuan perdagangan dari masing-
masing Negara anggota. 
5) WTO bekerja sama dengan organisasi-organisasi 
internasional seperti IMF dan Bank Dunia.49 
3) Badan-Badan dan Struktur WTO 
Dilihat dari segi kelembagaan, struktur WTO terdiri dari unsur-
unsur ber ikut : 
a. Konferensi Tingkat Kementerian (Ministerial Conference) 
Konferensi tingkat kementerian (Ministerial Conference) 
merupakan badan tertinggi dari WTO yang keanggotaannya 
terdiri dari wakil-wakil semua Negara anggota. KTM merupakan 
pelaksana fungsi WTO dan berwenang untuk mengambil semua 
keputusan terkait dengan pelaksanaan perjanjian-perjanjian 
WTO yang diajukan oleh semua anggota.50 KTM melakukan 
pertemuan sedikitnya sekali dalam kurun waktu 2 tahun. 
b. Dewan Umum (General Council) 
Dewan umum bertugas sebagai pelaksana harian,terdiri 
atas wakil para anggota. Mereka mengadakan pertemuan 
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  Sjamsul Arifin. et.al., Op.cit., hlm. 196. 
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sesuai kebutuhan.51 Dewan umum merupakan badan yang 
mengawasi pelaksanaan perjanjian WTO dan putusan-putusan 
yang telah diambil dalam KTM.disamping itu, dewan umum juga 
bertanggung jawab atas permasalahan terkait dengan 
anggaran, administrasi dan sumber daya manusia termasuk 
pula penunjukan direktur jenderal, menyetujui tindakan/kegiatan 
yang diusulkan badan lain seperti pelepasan hak (waiver) , 
mengambil posisi (accessions), dan mengawasi pelaksanaan 
kerjasama dengan organisasi lain.52 
c. Dewan-Dewan (Councils) 
Dewan umum membentuk 3 dewan di bawahnya yakni 
Dewan Perdagangan Barang (The Council for Trade In 
Goods/Goods Council), Dewan Perdagangan Jasa (The Council 
for Trade in Services/Services Council), dan Dewan 
Perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (The Council for 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). 
Dewan Perdagangan Barang (The Council for Trade In 
Goods/Goods Council) bertugas memantau pelaksanaan 
persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang. 
Dewan Perdagangan Jasa (The Council for Trade in 
Services/Services Council) bertugas memantau pelaksanaan 
persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan, dan Dewan 
                                                          
51
 Abdul Manan, Op.cit., Hlm.196 
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Perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (The Council for 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang 
bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek 
perdagangan dan hak-hak kekayaan intelektual.53 
d. Badan penyelesaian sengketa (Dispute Settlementy Body) 
Badan penyelesaian sengketa (Dispute Settlementy 
Body) merupakan badan yang menyelenggarakan forum 
penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota. 
Sekretariat WTO dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang 
diangkat oleh sidang tingkat menteri yang sekaligus menetapkan 
ketentuan-ketentuan mengenai wewenang, tugas dan persyaratan 
jabatannya. Tanggung jawab Direktur Jenderal bersifat internasional 
dan dalam melaksanakan tugas tidak menerima perintah dari 
pemerintah dan kekuasaan manapun di luar WTO. Tugas utama dari 
sekretariat adalah menyediakan bantuan teknis dan profesional untuk 
mendukung Dewan (Council) dan Komite (Commite), menyediakan 
bantuan teknis untuk negara berkembang, mengawasi dan 
menganalisa perkembangan perdagangan dunia, menyediakan 
informasi kepada publik dan media serta menyelenggarakan KTM. 
Sekretariat juga memberikan bantuan hukum dalam proses 
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penyelesaian sengketa dan memberikan advis kepada pemerintah 
yang berkeinginan untuk menjadi anggota WTO.54 
Proses pengambilan keputusan dalam WTO pada dasarnya 
melanjutkan karakter pengambilan keputusan yang dilakukan dalam 
skema GATT 1947, yaitu berdasaskan konsensus. Konsensus 
dianggap terpenuhi apabila pada saat keputusan diambil, anggota 
yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak ada yang mengajukan 
keberatan secara resmi atas keputusan yang diusulkan. Apabila 
konsensus tidak dapat dicapai, keputusan dapat dilakukan secara 
voting.55 
4) Penyelesaian Sengketa dalam  WTO 
Salah satu bidang yang menjadi pengaturan dalam GATT dan 
perjanjian WTO adalah penyelesaian sengketa. Bidang ini memainkan 
peran penting di dalam memelihara kredibilitas dan menegakkan 
aturan-aturan GATT dan perjanjian WTO.56 
Penyelesaian sengketa antarnegara dalam GATT (kemudian 
WTO) sesungguhnya telah berlangsung lama. Sejarah panjang 
penyelesaian sengketa itu sendiri sedikit banyak dipengaruhi oleh 
aturan yang mendasari cara atau mekanisme penyelesaian sengketa. 
Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO sekarang ini 
pada intinya mengacu pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947. 
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 Sjamsu Arifin et.al., Op.cit. hlm. 80. 
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 Loc.cit. 
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 Huala Adolf, 2005, Penyelesaian Sengketa Dagang  dalam World Trade 
Organization,  Mandar Maju,  Bandung, hlm.1 
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Dengan berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 kemudian 
terlebur ke dalam aturan WTO. 
Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal 22 dan 23 
GATT memuat ketentuan yang sederhana. Pasal 22 menghendaki 
para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui 
konsultasi bilateral atas setiap persoalan yang mempengaruhi 
pelaksanaan perjanjian atau ketentuan-ketentuan GATT. Pasal ini 
meyebutkan pula bahwa penyelesaian sengketa melalui konsultasi 
multilateral dapat diminta oleh salah satu pihak apabila sengketanya 
tidak mungkin diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral.57 
Kedua Pasal tersebut tidak dimaksudkan sebagai pasal 
pengaturan untuk menyelesaikan sengketa dagang.  Menurut 
Professor Jackson dalam Huala Adolf bahwa dalam sidang-sidang 
GATT masalah atau isu mengenai penyelesaian sengketa ini hanya 
dibahas pada pertemuan-pertemuan reguler atau tetap.58 
Diluncurkannya putaran Uruguay di tahun 1986 telah 
mengakibatkan perubahan terhadap pengaturan mengenai 
penyelesaian sengketa. Di dalam putaran ini, negara peserta 
memandang isu penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu dari 
sekian isu yang menjadi agenda penting perundingan. Negara-negara 
peserta perundingan berpendapat bahwa tujuan utama dari  
kelemahan-kelemahan dari prosedur penyelesaian sengketa GATT. 
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 Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.132. 
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Tujuan lain dari perundingan ini juga mencakup upaya-upaya 
implementasi dari putusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh 
panel. Tujuan ini merupakan hasil dari pada suatu kerja sama antara 
delegasi dari Negara maju dan Negara berkembang. Dan hasilnya 
dituangkan dalam suatu rancangan deklarasi mengenai penyelesaian 
sengketa.59 
Deklarasi tersebut menunjukkan dua agenda utama mengenai 
pembahasan penyelesaian sengketa : 
1) Meningkatkan dan memperkuat aturan-aturan dan prosedur 
proses penyelesaian sengketa,dan 
2) Merumuskan ketentuan-ketentuan untuk mengawasi dan 
memonitor ketentuan-ketentuan untuk mengawasi dan 
memonitor penataan dengan putusan dan rekomendasi 
panel. 
Pertemuan Montreal (1988) yang masih dalam kerangka 
putaran Uruguay menghasilkan suatu paket deregulasi yang penting. 
Dalam pertemuan ilmiah dihasilkan kesepakatan pembentukan suatu 
badan khusus penyelesaian sengketa GATT, yaitu Dispute Settlement 
Body (DSB).  Fungsi dari badan ini antara lain adalah untuk 
mengawasi secara langsung proses penyelesaiam sengketa dalam 
GATT.60 
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Dispute Settlement Body (Lembaga Penyelesaian Sengketa) 
WTO telah menunjukkan kontribusi dan peran yang signifikan dalam 
menyelesaikan sengketa perdagangan antar Negara anggota.61 Sistem 
penyelesaian sengketa melalui LPS-WTO diatur dalam Understanding 
on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute yang 
biasa disebut DSU. Substansi ketentuan yang ada dalam DSU 
merupakan interpretasi dan implementasi dari ketentuan Pasal 3 GATT 
1947 dan badan yang melaksanakannya adalah Dispute Settlement 
Body atau DSB. Lembaga tersebut merupakan bagian dari Dewan 
Umum atau General Council.62 
Mengenai kewenangan DSB meliputi membentuk panel, 
mengadopsi panel dan laporan badan banding, melaksanakan 
pengawasan implementasi terhadap rekomendasi dan keutusan yang 
telah dibuat serta mengotorisasi penundaan konsesi. Dengan adanya 
DSB, maka semua anggota WTO wajib menyelesaikan sengketa 
dagang melalui jalur ini dan semua negara anggota tidak 
diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak yang akan 
menimbulkan persoalan baru secara bilateral maupun multilateral. 
Berdasarkan Pasal 3 DSU dapat diketahui tugas utama dari 
DSB sebagai berikut:  
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1. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
perjanjian-perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi 
menurut hukum kebiasaan internasional public. 
2. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau 
mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam 
ketentuan WTO. 
3. Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak 
dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO. 
4. Memastikan penarikan tindakan Negara pelanggar yang 
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang 
sudah tercakup dalam  agreement (coveredegreement). 
Tindakan retaliasi atau pembalasan dimungkinkan tetapi 
sebagai upaya terakhir.63 
Huala Adolf dalam bukunya juga menuliskan  prosedur 
penyelesaian sengketa yang antara lain adalah sebagai berikut.64 
1) Konsultasi, merupakan tahap pertama penyelesaian 
sengketa dan biasanya berlangsung dalam bentuk yang 
informal atau negosiasi formal, seperti melalui saluran-
saluran diplomatik. Tujuan utama dari proses ini adalah 
untuk menyelesaikan sengketa di luar dari cara atau proses 
ajudikasi yang formal. 
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2) Jasa baik, konsiliasi dan mediasi, adalah cara-cara 
penyelesaian sengketa secara damai melalui keikutsertaan 
pihak ketiga. Penyelesaian ini bersifat sukarela dan bersifat 
informal dan konfidensial (rahasia) 
3) Panel, pembentukan panel dianggap sebagai upaya akhir 
manakala penyelesaian sengketa secara bilateral gagal. 
Fungsinya adalah membantu penyelesaian secara obyektif 
dan untuk memutuskan apakah suatu subyek atau obyek 
perkara telah melanggar perjanjian cakupan WTO. 
4) Badan Banding (Appellate Body atau AB) , merupakan suatu 
inovasi dalam prosedur penyelesaian sengketa WTO.  
Terdiri dari tujuh orang, tiga di antaranya mengadili 
sengketa. 
5) Implementasi putusan dan rekomendasi, dapat dianggap 
sebagai masalah yang sangat penting di dalam proses 
penyelesaian sengketa. Isu ini akan menentukan kredibilitas 
WTO, termasuk efektivitas dari penyelesaian sengketa WTO 
itu sendiri. 
6) Arbitrase, penyelesaian sengketa ini telah lama diakui dalam 
praktik penyelesaian sengketa dagang dalam GATT. Namun 
penggunaanya sangat irit. Pada pokoknya beberapa 
pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 25 DSU. 
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D. Hukum Perdagangan di  Indonesia 
Hukum dagang Indonesia yang utama adalah “hukum dagang” 
yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Wetboek van 
Koophandel (WvK), yang dalam bahasa Indonesia dinamakan Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sifat hukum dagang yang 
merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan 
perjanjian, sebenarnya merupakan bagian dari hukum perdata, khususnya 
mengenai perikatan yang diatur dalam BW buku ke III.65 
KUHD berlaku di Indonesia pada tahun 1847. Pada waktu itu, 
KUHD tersebut hanya berlaku bagi orang Tionghoa dan orang asing 
lainnya, sedangkan bangsa Indonesia tetap tunduk kepada hukum adat, 
kecuali atas kehendak sendiri mereka tunduk kepada hukum Belanda. 
Pada mulanya, WvK terdiri atas 3 (tiga) buku, kemudian menjadi dua buku 
setelah peraturan kepailitan tidak lagi diatur dalam WvK, tetapi diatur 
sendiri dalam peraturan pemerintah tahun 1905 dan berlaku pada tanggal 
1 November 1906. Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat 
pedagang saja, dan pedagang sajalah yang dapat melakukan perbuatan 
dagang.66  
Para penyelenggara Negara Indonesia di awal kemerdekaan sudah 
memikirkan bahwa bidang ekonomi dan bisnis, yang di dalamnya 
termasuk bidang-bidang industri, perniagaan  dan investasi adalah 
bidang-bidang yang dapat diatur undang-undang yang akan 
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dikodifikasikan serta bersifat unifikasi untuk seluruh rakyat Indonesia. 
Untuk maksud itu, maka hukum Barat yang tidak bertentangan dengan 
hakikat nasionalisme modern, tidak terlalu dianggap bertentangan dan 
merusak kepribadian bangsa. 67  
Beberapa ketentuan perundang-undangan nasional yang berkaitan 
dengan perdagangan secara langsung antara lain : 
1. Kitab UU Hukum Perdata (BW) Staatsbad 1847-23, 30 April 
1847. 
2. Kitab UU Hukum Dagang (WvK) Staatsblad 1847. 
3. Badrijf Reglementering Ordonnantie 1934 (BRO 1934). 
4. Kitab UU Hukum Pidana  (WvS) Staatsbad 1915-732 jis S. 
1917- 297.645. mulai berlaku 1 januari 1918, setelah diubah 
dan ditambah dengan UU No.1 Tahun 1946. LN No.1660 1946 
jo. UU No.73 Tahun 1958 LN No.127. 
5. UU No.10 Tahun 1961 tentang Barang. 
6. PERPU No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dan 
Pengawasan. 
7. UU NO.11 Tahun 1965 tentang Pergudangan. 
8. UU No.2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal. 
9. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). 
10. UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on 
Establishing The World Trade Organization. 
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Selain beberapa ketentuan di atas, belum lama ini pemerintah 
Indonesia telah membuat satu kebijakan hukum dibidang perdagangan. 
Yakni dengan mengesahkan Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan. Undang-undang tersebut merupakan langkah dari 
pemerintah dalam menghadapi era globalisasi pada masa kini dan masa 
yang akan datang. 
Salah satu pertimbangan terhadap pembuatan  undang-undang 
tersebut ialah mengarah kepada pelaksanaan demokrasi guna 
memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUD 
1945. Pertimbangan yang lainnya ialah bahwa peranan perdagangan 
sangat penting dalam hal meningkatkan pembangunan ekonomi yang 
dianggap belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan 
pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi 
yang lebih baik lagi. 
E. Indonesia dalam WTO 
Setelah penandatanganan kesepakatan yang dilakukan pada 
putaran Uruguay dalam konferensi Marrakes menunjukkan bahwa era 
perdagangan bebas semakin merebak. Perkembangan perdagangan 
antarnegara telah membuka batas-batas kepentingan berdasarkan prinsip 
kedaulatan yang dimiliki suatu negara.  
Sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia berperan aktif 
mendukung kebijakan dan aturan perdagangan multilateral yang telah 
disepakati bersama. Komitmen yang diberikan oleh suatu negara pada 
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dasarnya merupakan pembukaan akses pasar (market access) dan 
perlakuan nasional (National Treatment). Akses pasar dibidang 
perdagangan barang dicerminkan dalam bentuk besaran tarrif  dan 
penghapusan non tariff barriers yang diberikan suatu negara terhadap 
produk-produk mitra dagang. Sementara dibidang jasa merupakan 
komitmen suatu negara untuk membuka sektor-sektor tertentu. 
Komitmen Indonesia untuk mendukung WTO dipertegas dengan 
meratifikasi Agreement Establishing the WTO melalui UU no.7 tahun 
1994. Sebagai konsekuensi dari hal itu, Indonesia berkewajiban 
memenuhi atau melaksanakan komitmen yang telah diberikan dalam 
rangka menjalankan komitmen tersebut maka perdagangan Indonesia 
diselaraskan dengan aturan dan kesepakatan WTO.68 
Terlepas dari masih adanya kontroversi tentang perdagangan 
bebas, dari sudut hukum bahwa ratifikasi yang dilakukan pemerintah 
Indonesia terhadap WTO merupakan suatu fakta hukum yang terbentuk 
atas dasar kemauan politik pemerintah untuk mendorong sistem 
perdagangan bebas yang tidak dapat dihindari. Manfaat yang dirasakan 
oleh Indonesia dengan adanya perdagangan antarbangsa adalah 
keberhasilan dalam mengembangkan ekspornya. 69 
Menghadapi sikap diskriminatif dari negara-negara maju terhadap 
impor dari negara-negara berkembang, pemerintah Indonesia hendaknya 
lebih berperan untuk menekankan adanya pengaturan multilateral 
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sebagaimana dimuat dalam GATT yang didasarkan pada prinsip-prinsip 
ekonomi, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan bangsa 
dapat ditingkatkan melalui perdagangan bebas serta berlandaskan asas 
nondiskriminasi.70 
Hasil perundingan Putaran Uruguay secara eksplisit menguraikan 
hak dan kewajiban negara-negara peserta. Kesepakatan yang dihasilkan 
Putaran Uruguay akan menjadi kerangka utama serta patokan dalam 
hubungan perdagangan Internasional pada tahun-tahun mendatang. 
Dalam menyambut hasil-hasil perundingan Putaran Uruguay, delegasi 
Indonesia telah memberikan pernyataan yang antara lain berisikan 
pandangan-pandangan sebagai berikut. 
1) Meskipun menyadari beban atas kewajiban-kewajiban baru 
yang berlaku, namun paket Putaran Uruguay dapat diterima. Ini 
karena keyakinan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi 
dunia dan kemakmuran global serta prospek pembangunan di 
negara-negara berkembang bergantung pada keterbukaan dan 
sistem perdagangan internasional yang adil. 
2) Diantar kewajiban-kewajiban baru yang dipandang sebagai 
konsesi utama adalah perjanjian tentang hak milik intelektual 
guna melaksanakan perjanjian tersebut sepenuhnya, Indonesia 
memerlukan bantuan teknik dari mitra negara-negara maju. 
Dengan penyesuaian-penyesuaian  yang akan  dilakukan oleh 
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Indonesia, maka yang paling dibutuhkan adalah kerjasama 
teknik dan bukan gangguan hukum. 
3) Dibidang jasa, negara-negara berkembang termasuk Indonesia 
telah menerima kewajiban sebagai bagian dari paket global, 
meskipun untuk itu harus berkorban. Kontribusi dibidang ini 
untuk sistem perdagangan multilateral harus diakui. 
4) Peluang akses pasar yang lebih besar bagi semua Negara mitra 
dagang merupakan tujuan utama Putaran Uruguay. Negara-
negara berkembang mengharapkan dapat memperoleh akses 
lebih besar bagi ekspornya di tahun-tahun mendatang. 
5) Dalam paket Putaran Uruguay juga disepakati agar produk 
tekstil dan pertanian secara bertahap dapat sejalan dengan 
disiplin multilateral. Indonesia berharap bahwa perjanjian yang 
baru pada gilirannya akan menjadikan praktik-praktik dagang di 
sektor ini akan sejalan dengan aturan GATT serta 
menghilangkan praktik-praktik diskriminasi terhadap negara-
negara berkembang. 
6) Sistem perdagangan dunia yang terbuka dan dinamis juga 
membutuhkan kesediaan dari semua pihak untuk menerima 
peralihan dalam keuntungan komparatis serta untuk 
melaksanakan penyesuaian struktural apabila diperlukan; tidak 
mengalihkan beban penyesuaian kepada mitra dagang yang 
lemah. 
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7) Negara-negara berkembang menyadari keharusan melakukan 
penyesuaian struktural. Negara-negara berkembang telah 
memberikan bagiannya dalam memperkuat sistem multilateral 
dengan melaksanakan reformasi domestiknya guna menjadikan 
perekonomiannya lebih tanggap terhadap pasar, dan dengan 
meliberalisasikan rezim perdagangannya sementara 
berlangsungnya Putaran Uruguay. Negara-negara berkembang 
telah melakukan perubahan-perubahan tersebut meskipun 
menghadapi risiko politik dan pengorbanan sosial. 
8) Dalam kaitan ini, Indonesia mencatat dengan prihatin tentang 
adanya tendensi baru di Negara-negara maju, yaitu dengan 
menggunakan dalih kepedulian sosial dan lingkungan untuk 
membatasi perdagangan. Proteksi tersamar ini tidak hanya 
akan menghambat keuntungan komparatif negara-negara 
berkembang, tetapi juga akan menimbulkan risiko dibukanya 
kembali keseimbangan yang telah susah payah dicapai antara 
hak, kewajiban dan kepentingan dari semua pihak sebagaimana 
tercakup dalam Final Act. 
9) Menjadikan kewajiban semua pihak untuk tidak memperlemah 
WTO yang masih akan dibentuk dengan cara membebaninya 
dengan isu-isu kontroversial. 71 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan  dalam penulisan proposal ini yaitu 
jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu 
penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan undang-undang, asas-
asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan 
hukum, doktrin serta sejarah hukum.72 
Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam proposal ini, 
penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 
normatif ialah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan 
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-
asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, 
pandangan , doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.  
B. Lokasi Penelitian 
Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian pada : 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
C.  Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh berupa bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur–literatur. 
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Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah buku-buku, jurnal hasil 
penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Termaksud didalamnya 
tentang penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan 
lansung dengan hal yang akan diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research).73 Studi 
kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan 
hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki 
hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup 
permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan 
bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, 
buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, 
artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang 
mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang 
penyelesaian penelitian ini. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis 
kualitatif. Dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif, 
yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 
menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan 
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umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh 
kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan 
secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.74 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi Prinsip-Prinsip  WTO dalam Undang-Undang 
Perdagangan di Indonesia 
Perjanjian Marrakesh telah membentuk WTO sebagai kerangka 
institusional tunggal dalam sistem perdagangan multilateral yang 
terintegrasi, layak, dan tahan lama dan mempertahankan prinsip-prinsip 
dasar dan tujuan yang mendasarinya. Dalam pembukaan perjanjian 
Marrakesh diyatakan bahwa aktivitas perdagangan dan ekonomi harus 
dilakukan dalam rangka: 
1) meningkatkan standar hidup, memastikan kesempatan kerja penuh, 
meningkatkan pendapatan dan permintaan yang efektif dan 
memperluas produksi, dan perdagangan barang dan jasa; 
2) mengoptimalkan penggunaan sumber daya dunia untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan untuk melindungi dan melestarikan 
lingkungan; 
3) menanggapi kebutuhan yang bersangkutan dan kepentingan 
negara pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi; 
4) memastikan bahwa negara-negara berkembang dan khususnya 
negara kurang berkembang (LDC) mendapatkan bagian dalam 
pertumbuhan perdagangan internasional yang sepadan dengan 
kebutuhan pembangunan ekonomi mereka; 
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5) hubungan perdagangan internasional timbal balik dan saling 
menguntungkan ditandai dengan pengurangan substansial dalam 
tarif dan hambatan non tarif  saling menguntungkan, transparan 
dan non diskriminatif; dan 
6) menciptakan kondisi perdagangan yang layak, terpadu, bertahan 
lama, dan berdasarkan aturan sistem perdagangan multilateral. 75 
Dengan konsep liberalisasi perdagangan WTO telah berhasil 
mempersatukan negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara 
berkembang dalam hal menjalin kerjasama dibidang perdagangan.Tujuan 
WTO untuk menciptakan liberalisasi perdagangan diharapkan agar 
perdagangan dunia akan terus berkembang dan selanjutnya kemakmuran 
optimal seluruh masyarakat dunia akan tercapai. Dengan tujuan tersebut, 
berarti tindakan proteksi atau hambatan perdagangan merupakan 
tindakan yang berlawanan dan berdampak negatif dalam hubungan 
perdagangan internasional.76 Perlu diketahui bahwa negara-negara yang 
menjadi anggota WTO sendiri bukan hanya didominasi oleh negara maju, 
akan tetapi juga dari negara-negara berkembang. Hal yang dianggap 
penting di era ekonomi global saat ini ialah bahwa negara-negara 
berkembang berusaha meningkatkan pembangunan dengan melibatkan 
diri dalam sistem perdagangan dunia. 
                                                          
75
 M.Rafiqul Islam, 2006, International Trade Law of the WTO. Oxford University 
Press.Hlm.27-28. 
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 Yuliatno Syahyu. 2004, Seri Hukum Perdagangan Internasional “Hukum 
Antidumping di Indonesia (Analisis dan Panduan Praktis), Ghalia Indonesia.jakarta. hlm. 
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Terkait dengan klasifikasi negara, yang dimaksud dengan negara 
berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan 
suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Menurut Kofi 
Annan, mantan Sekjen PBB menetapkan negara berkembang sebagai 
negara yang memperbolehkan seluruh warga negaranya menikmati hidup 
yang bebas dan sehat dalam lingkungan yang aman.77 
Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia telah menjadi 
negara anggota WTO setelah meratifikasi perjanjian dalam GATT melalui 
Undang-Undang No.7 tahun 1994, hal ini menandakan bahwa Indonesia 
telah siap menghadapi persaingan global di bidang perdagangan. 
Masuknya era perdagangan bebas di Indonesia juga ditandai dengan 
diwujudkannya kerjasama ASEAN dengan membentuk AFTA (Asean Free 
Trade Area),  kemudian ACFTA (ASEAN China Free Trade Area) yang 
merupakan kesepakatan antara negara-negara ASEAN termasuk 
Indonesia dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas 
dengan menghilangkan hambatan tariff maupun non tariff. Bukan hanya 
itu, berbagai perjanjian bilateral pun telah ditandatangani oleh Indonesia 
sehubung dengan kerjasama dibidang perdagangan. 
Dalam tatanan perekonomian global tidaklah berjalan dengan 
mulus, seringkali konflik terjadi diantara negara-negara. Konflik ini 
biasanya dipicu oleh perbedaan pandangan antara negara maju dan 
negara berkembang. Di satu sisi, negara berkembang cenderung 
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mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari 
pelaku usaha asing, terutama dari negara maju. Sebagai negara 
berdaulat, tentunya negara berkembang mempunyai keabsahan apabila 
menerapkan berbagai hambatan tersebut. Alasan yang sering 
dikemukakan adalah untuk melindungi lapangan kerja, sebagai sarana 
untuk memproteksi industri yang dalam skala kecil, dalam rangka 
memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa. Di sisi 
lain, negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang 
diberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh negara 
berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan perdagangan 
bebas (free trade) yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana 
barang atau jasa berasal.78 Namun demikian, negara maju yang telah 
mempunyai kesiapan akan adanya perdagangan bebas tersebut. 
Kesiapan itu diantaranya berkaitan dengan daya saing, iklim persaingan 
usaha dan struktur pembiayaan yang didukug oleh sektor  perbankan 
yang lebih kondusif.  
Dalam rangka free trade, tidak dikenal adanya diskriminasi, baik 
terhadap negara melalui pungutan bea maupun pembatasan impor. 
Dengan diskriminasi terhadap barang dimaksudkan perlakuan yang 
berbeda terhadap barang yang sama (identik) antara yang di produksi di 
dalam negeri dan yang di datangkan dari luar. Dengan kata lain, politik 
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 Warnita Amelia, 2012, Penerapan Prinsip Preferensi Bagi Negara Berkembang 
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free trade tidak menentang segala jenis bea, cukai dan pungutan yang 
ditarik guna mengisi kas negara semata-mata. Yang ditentang adalah 
segala jenis tindakan dan pengaturan perlindungan (measures of 
protectionism) didalam bentuk bea (tariff), kuota ataupun pembatasan 
impor secara langsung maupun tidak langsung. 79 akan tetapi, tindakan 
proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara besar bukanlah 
sesuatu yang baru. Di Amerika Serikat misalnya, sikap proteksionisme ini 
terwujud melalui kampanye anti pemakai minyak kelapa sawit, RUU 
tekstil, sistem klasifikasi dengan bea impor dan berbagai hambatan tariff 
dan non tariff.  Sikap ini jelas bertentangan dengan GATT.80 
1. Konsepsi dan Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional 
Berbicara mengenai prinsip perdagangan internasional, dari 
beberapa sumber terkait penulis dapat menyebutkan prinsip-prinsip 
yang digunakan dalam sistem perdagangan global dengan merujuk 
pada ketentuan-ketentuan WTO antara lain yaitu : 
1) Prinsip nondiskriminasi (nondiscrimination) , Prinsip National 
Treatment dan juga Most Favoured Nation (MFN) 
2) Prinsip resiprositas (resiprocity), 
3) Prinsip transparansi (transparency), 
4) Prinsip kompensasi (compensation) 
5) Prinsip larangan retriksi kuantitatif 
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 Eddy Horas Tungka, 2001, Aspek Hukum ASEAN Free Trade Area dan 
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6) Prinsip perlindungan melalui tariff 
7) Prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 
Sebuah prinsip yang dikenal dalam ekonomi internasional 
khususnya dalam perdagangan internasional terkait dengan prinsip 
nondiskriminasi ialah national treathment prinsip ini termuat dalam 
Pasal III GATT. Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk 
memperlakukan hukum yang sama yang diterapkan terhadap barang-
barang, jasa-jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam 
negerinya dengan hukum yang diterapkan terhadap produk-produk 
atau jasa yang dibuat di dalam negeri. Penerapan prinsip ini sering kali 
dilakukan dengan menerapkan prinsip respirositas dalam hubungan-
hubungan ekonomi internasional.81 
Prinsip lain yang dikenal dalam perdagangan internasional ialah 
Most Favoured Nation (MFN) , prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip 
sentral terdapat dalam GATT (khususnya mengenai perdagangan 
barang). Pada pokoknya, klausul MFN ini adalah prinsip 
nondiskriminasi diantara negara-negara. Syarat dari prinsip ini adalah 
suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya 
sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga. 
Pada umumnya,  klausul MFN mempunyai dua bentuk. MFN bersyarat 
(conditional) dan MFN tidak bersyarat (unconditional).82 
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Masyarakat internasional mengakui prinsip perlakuan MFN 
merupakan prinsip penting dalam sistem ekonomi internasional. 
Namun, prinsip ini mengandung berbagai pengecualian. Seperti 
dibolehkannya penerapan atau pemberian GSP (Generalized system 
of Preferences atau Sistem Preferensi Umum). GSP adalah pemberian 
perlakuan tariff yang lebih kompetitif (rendah) untuk produk-produk 
perdagangan dari negara-negara sedang berkembang.83  
GATT memberikan kesempatan kepada negara berkembang 
berupa hak khusus, sebagai berikut :84 
1) Hak untuk menangguhkan Most Favoured Nation Treatment 
(MFN), tanpa meminta waiver85  berdasarkan Article XXV 
ayat 5.   
2) Berdasarkan pada prinsip Most Favourable Treatment to 
Developing Countries, dalam kerjasama regional atau global 
diikutsertakan negara-negara berkembang bagi pertukaran 
konsesi yang berupa reduksi atau penghapusan tindakan 
non tarif terhadap barang yang diimpor dari suatu negara ke 
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“Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai 
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negara yang lain; bagi negara berkembang seperti 
Indonesia. 
3) Hak-hak tersebut diberikan sebagai suatu upaya bersyarat 
karena pemberian fasilitas itu hanya untuk sementara waktu, 
atau sebagai upaya dalam rangka transisi yang tunduk pada 
prinsip bertingkat (graduation). 
Menurut Deepak dalam Serian Wijatno bahwa esensi dari 
perjanjian perdagangan bebas multilateral adalah untuk 
memungkinkan pengecualian dari aturan GATT Pasal XXIV mengenai 
aturan Most Favored Nation dan prinsip non diskriminasi yang telah 
dibangun sejak perang dunia kedua. Ia memandang bahwa perjanjian 
perdagangan bebas multilateral adalah pengaplikasian paham 
merkantilis dimana negara mencoba untuk menyerahkan “konsesi” 
ekonomi yang mereka miliki kepada pasar dan berupaya untuk tidak 
merugikan negara-negara lainnya.86 
Walaupun free trade menentang segala jenis pengaturan 
diskriminatif dalam bentuk bea, cukai dan pungutan serta pengawasan 
devisa baik secara langsung maupun tidak langsung masih dibenarkan 
pengecualian, artinya dibenarkan diadakannya bea, cukai ataupun 
pungutan khusus yang ditujukan pada dasarnya bukan untuk mengisi 
kas negara tetapi untuk tindakan diskriminasi ataupun keperluan 
mengadakan pembatasan impor, sistem pembatasan dan kurs khusus 
                                                          
86
 Serian Wijatno & Ariawan Gunadi. Op.cit. hlm. 49. 
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untuk devisa tertentu, selama tindakan-tindakan itu jelas ditentukan 
jangka waktu. Penerapannya berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan berikut 87 : 
1) Melindungi industri baru, 
2) Melindungi pemupukan modal nasional dan memungkinkan 
pengembangan keahlian teknis produktif penduduk, 
3) Melindungi sektor tertentu berhubung sektor yang 
bersangkutan merupakan sumber lapangan kerja yang 
terbesar, 
4) Guna menjaga agar sumber alam tertentu tidak segera 
habis, 
5) Demi pertimbangan-pertimbangan sosial politik. 
Terkait dengan pengecualian dari prinsip MFN yakni pemberian 
preferensi bagi negara berkembang, Berikut merupakan beberapa 
negara yang telah memberikan preferensi bagi Indonesia seperti 
Australia, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Selandia 
baru. Menurut penulis dengan adanya preferensi yang diberikan 
terhadap Indonesia ini sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin 
dengan cara meningkatkan kualitas produksi barang-barang yang di 
ekspor terutama ke negara-negara pemberi preferensi. Dengan 
kualitas produk yang lebih bermutu maka produk-produk tersebut 
diharapkan mampu bersaing di pasar dunia. Hal ini merupakan tugas 
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bagi para eksportir dalam menciptakan produk-produk yang unggul 
dan bermutu tinggi. 
Selain  tanggung jawab dari eksportir, peranan pemerintah juga 
sangat dibutuhkan terutama dalam membuat kebijakan ekspor/impor. 
Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah peningkatan daya saing 
dibidang jasa. Mengingat bahwa preferensi yang diterima oleh 
Indonesia  tidak lepas dari unsur politik negara-negara maju, sehingga 
pemerintah juga harus memikirkan langkah-langkah untuk menghadapi 
hal ini guna mempertahankan kedaulatan yang dimiliki. 
Untuk memberlakukan prinsip WTO, Indonesia mau tidak mau 
harus mengadakan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan 
hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Perubahan yang dimaksud 
dalam hal ini adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan 
dengan menyesuaikannya pada kondisi perekonomian global dan 
regional.  
2. Ruang Lingkup  Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan 
Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang 
disahkan pada tanggal 11 Februari 2014. Setelah melalui pembahasan 
yang sangat alot, akhirnya disepakati  bahwa dalam undang-undang 
perdagangan ini terdiri atas 19 bab dan 122 pasal. Dari undang-
undang ini nantinya akan melahirkan beberapa peraturan pemerintah 
(PP), Peraturan Presiden (Pepres) dan Peraturan Menteri (Permen). 
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Berdasarkan laporan dari ketua Panja RUU Perdagangan Aria Bima 
yang mengatakan bahwa88, hal-hal yang diatur dalam PP adalah : 
1) Sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak 
melakukan pendaftaran gudang. 
2) Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyedia jasa 
yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten. 
3) Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam 
kegiatan ekspor impor. 
4) Perdagangan perbatasan. 
5) Tata cara penetapan dan pemberlakuan standarisasi barang 
dan/atau standarisasi jasa. 
6) Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. 
7) Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan antidumping, 
dan tindakan imbalan. 
8) Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian 
perdagangan Internasional. 
9) Sistem informasi perdagangan. 
Selanjutnya, hal-hal yang diatur melalui Pepres adalah : 
1) Pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas 
pengelolaan pasar rakyat. 
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2) Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap 
pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan 
perkulakan. 
3) Penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang 
komoditas. 
4) Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 
barang penting. 
5) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting. 
6) Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan 
keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan 
hidup. 
7) Pendaftaran barang serta pengehentian kegiatan 
perdagangan barang dan penarikan barang yang terkait 
dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan 
lingkungan hidup. 
8) Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi 
perdagangannya. 
9) Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro,kecil  dan 
menengah di sektor perdagangan. 
10) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam 
rangka promosi dagang untuk memperkenalkan barang 
dan/atau jasa di dalam dan diluar negeri. 
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11) Pembentukan tim perundingan yang bertugas 
mempersiapkan dan melakukan perundingan. 
12) Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang 
berkembang. 
13) Komite Perdagangan Nasional. 
14) Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah. 
Sedangkan hal-hal yang akan diatur dalam peraturan menteri 
yaitu: 
1) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa 
Indonesia. 
2) Distribusi baran. 
3) Tata cara pendaftaran gudang. 
4) Pencatatan administrasi barang, 
5) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 
6) Perdagangan antarpulau. 
7) Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan 
pengecualiannya. 
8) Penetapan eksportir 
9) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap 
eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang 
yang diekspor. 
10) Pengenalan sebagai importir. 
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11) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap 
importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang 
yang diimpor. 
12) Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak 
baru. 
13) Perizinan ekspor dan impor. 
14) Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor. 
15) Barang yang dibatasi untuk diekspor maupun diimpor. 
16) Pengenaan sanksi administratif untuk eksportir dan 
importer yang mengekspor maupun mengimpor barang 
yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang. 
17) Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam 
rangka pengembangan ekspor. 
18) Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam 
pameran dagang. 
19) Tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan 
keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka 
kegiatan pencitraan Indonesia. 
20) Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan 
pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai 
barang dalam pengawasan.   
Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.7 ini dikatakan 
bahwa, pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan 
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dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui 
pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,  
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 
perspektif landasan konstitusional tersebut, perdagangan nasional 
Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang 
dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama 
pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung 
dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, 
meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta 
memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan 
nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama 
perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang 
berkaitan dengan transaksi barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh 
pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah 
negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan 
dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang 
diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan 
sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu 
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masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  
Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 
belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan 
secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di 
bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda 
Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak 
mengatur perizinan usaha. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
menyusun dan mengganti Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 
berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang 
bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-
Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan 
Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem 
Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang 
menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang 
perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur 
serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era 
globalisasi pada masa kini dan masa depan. 89 
Pada Pasal ayat (1) undang-undang ini dijelaskan tentang 
pengertian perdagangan. Bahwa perdagangan adalah tatanan 
                                                          
89
 Penjelasan Umum Undang-Undang .No.7 tahun 2014. 
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kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam 
negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan 
hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau 
kompensasi.  
Menurut undang-undang, jenis perdagangan dibagi atas tiga  
berdasarkan di wilayah mana aktivitas perdagangan tersebut 
dilakukan, yakni: perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri 
dan perdagangan perbatasan. Jenis perdagangan tersebut masing-
masing diatur dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai perdagangan dalam 
negeri, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) mengenai perdagangan 
luar negeri dan perdagangan perbatasan. Perdagangan dalam negeri 
tentu saja mencakup perdagangan di dalam wilayah  Kesatuan Negara 
Republik Indonesia, sedangkan perdagangan luar negeri menurut ayat 
tersebut diatas merupakan kegiatan perdagangan terkait ekspor/impor 
atas barang/jasa yang melampaui batas wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Sementara itu, perdagangan perbatasan dalam 
undang-undang ini dikatakan sebagai Perdagangan yang dilakukan 
oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah 
perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Pengaturan dalam Undang-Undang ini dengan salah satu 
tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta 
berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan 
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sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, 
kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan 
berwawasan lingkungan. Asas dan tujuan tersebut diatur dalam Pasal 
2 dan Pasal 3 Undang-Undang. 
Asas kepentingan nasional adalah setiap kebijakan 
perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan 
masyarakat di atas kepentingan lainnya. Asas kepastian hukum adalah 
meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang 
Perdagangan. Asas adil dan sehat adalah adanya kesetaraan 
kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, 
pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha 
yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan 
berusaha yang sama. Asas keamanan berusaha adalah adanya 
jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan 
kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan 
perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan. Asas 
akuntabel dan transparan adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan 
harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah 
setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung 
pada pihak lain. Asas kemitraan adalah adanya kerja sama dalam 
  
76 
 
keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak 
langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta 
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara 
Pemerintah dan swasta. Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan 
kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi 
kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita 
kesejahteraan umum. Asas Kesederhanaan adalah memberikan 
kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam 
memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Asas 
kebersamaan adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan 
secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, 
dan masyarakat. Asas berwawasan lingkungan adalah kebijakan 
perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. 
Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, undang-undang tentang 
perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan 
yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, 
perdagangan perbatasan,  standardisasi, perdagangan melalui sistem 
elektronik, pelindungan dan pengamanan perdagangan, 
pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, 
pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem 
informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang 
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perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, serta 
penyidikan. 
a) Perdagangan Dalam Negeri 
Terkait dengan perdagangan dalam negeri terdiri atas 33 
Pasal, yaitu dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 37. Ketentuan 
tersebut meliputi; Bagian pertama umum, dari Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 6; Kedua, mengenai distribusi barang dari Pasal 7 
sampai dengan Pasal 11: ketiga, sarana perdagangan Pasal 12 
sampai dengan Pasal 19; keempat, tentang perdagangan jasa 
dari pasal 20 sampai Pasal 21; kelima, peningkatan produk 
dalam negeri Pasal 22; keenam, perdagangan antarpulau Pasal 
23 ; ketujuh perizinan Pasal 24; kedelapan, pengendalian 
barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting Pasal 25 
sampai Pasal 34; dan bagian kesembilan  larangan dan 
pembatasan perdagangan Barang dan/atau jasa Pasal 35 
sampai Pasal 37. 
 Dalam  Pasal 5 dikatakan bahwa pemerintah berhak 
mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan 
dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian perdagangan 
dalam negeri diarahkan pada peningkatan efisiensi dan 
efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian 
berusaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, 
peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan 
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pelindungan konsumen. Kebijakan perdagangan dalam negeri 
paling sedikit mengatur: pengharmonisasian peraturan, Standar, 
dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah 
dan/atau antardaerah,  penataan prosedur perizinan bagi 
kelancaran arus barang, pemenuhan ketersediaan dan 
keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat, 
pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan 
dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan 
menengah, pemberian fasilitas pengembangan sarana 
perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 
perdagangan antarpulau dan, pelindungan konsumen. 
Sedangkan  pengendalian perdagangan dalam negeri meliputi: 
perizinan; Standar; dan  pelarangan dan pembatasan. 
Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, 
dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau 
pemasaran dan penerapan kewajiban untuk menggunakan 
produk dalam negeri berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 undang-undang 
tersebut. Terhadap pengendalian barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting pemerintah dan pemerintah daerah 
memiliki wewenang untuk hal tersebut. Pasal 26 ayat (1) 
menyebutkan dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu 
kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban 
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menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan 
pokok dan barang penting. Lebih lanjut Pasal 26 ayat (3) 
dikatakan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga 
barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri 
menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, 
serta pengelolaan ekspor dan Impor. Maksud dari penetapan 
kebijakan harga adalah pedoman pemerintah dalam 
menetapkan harga ditingkat produsen dan harga ditingkat 
konsumen. 
Selanjutnya, Pasal 32 undang-undang menyebutkan 
“produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang 
terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan 
lingkungan hidup wajib: a. mendaftarkan Barang yang 
diperdagangkan kepada Menteri; dan b. mencantumkan nomor 
tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya. 
Kewajiban mendaftarkan barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum barang 
beredar di pasar.” 
Untuk larangan dan pembatasan perdagangan barang 
dan/atau jasa dalam Pasal 35 dikatakan bahwa pemerintah 
menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang 
dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: 
a) melindungi kedaulatan ekonomi; 
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b) melindungi keamanan negara; 
c) melindungi moral dan budaya masyarakat; 
d) melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, 
hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; 
e)  melindungi penggunaan sumber daya alam yang 
berlebihan untuk produksi dan konsumsi; 
melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca 
Perdagangan; 
f) melaksanakan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 
g) pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas 
Pemerintah. 
b) Perdagangan Luar Negeri 
Ketentuan selanjutnya, Pasal 38 sampai dengan Pasal 
56 yang mengatur tentang perdagangan luar negeri. Bagian 
yang diatur meliputi, perdagangan luar negeri itu sendiri, ekspor 
dan impor, perizinan serta larangan dan pembatasan ekspor 
dan impor. Terkait perdagangan luar negeri, dalam Pasal 38 
Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui 
kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan Impor. 
Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri 
sebagaimana dimaksud diarahkan untuk: peningkatan daya 
saing produk ekspor Indonesia; peningkatan dan perluasan 
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akses pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan 
eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang 
andal. 
Kebijakan perdagangan luar negeri paling sedikit 
meliputi: peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk 
ekspor; pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan 
perdagangan dengan negara mitra dagang; penguatan 
kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri; 
pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan 
luar negeri; dan pelindungan dan pengamanan kepentingan 
nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri. 
Sementara itu, pengendalian perdagangan luar negeri meliputi, 
perizinan, standard serta pelarangan dan pembatasan. 
Untuk perdagangan jasa diatur dalam pasal 39. 
perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara 
dilakukan dengan cara: 
a) pasokan lintas batas; 
b) konsumsi di luar negeri; 
c) keberadaan komersial; atau 
d) perpindahan manusia 
Pasokan lintas batas (cross border supply) adalah 
penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara 
lain, seperti pembelian secara online (dalam jaringan) atau call 
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center. Konsumsi di luar negeri (consumption abroad) adalah 
penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani 
konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau 
rawat rumah sakit di luar negeri. Selanjutnya, yang dimaksud 
dengan keberadaan komersial (commercial presence) adalah 
penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu negara melalui 
keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti 
bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing 
yang membuat usaha patungan dengan pelaku usaha Indonesia 
untuk membuka hotel di Indonesia. Dan terakhir perpindahan 
manusia (movement of natural persons) adalah penyediaan 
Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah 
negara lain untuk sementara waktu, seperti warga negara 
Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas 
keamanan, perawat, atau pekerja dibidang konstruksi. 
Terhadap aktivitas ekspor impor dapat dilakukan 
penundaan bilamana terjadi keadaan kahar. Keadaan yang 
dimaksud ialah terjadi perang, huru-hara dan bencana alam. Hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU. Kemudian 
dalam Pasal 42 dikatakan Kegiatan ekspor barang hanya 
diperbolehkan untuk pelaku usaha yang telah terdaftar  dan 
ditetapkan sebagai eksportir. Namun, ada pula eksportir yang 
dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan 
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sebagai eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi 
pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, barang contoh untuk 
pameran atau pemasaran, dan barang untuk kepentingan 
penelitian.  
Lebih lanjut dalam Pasal 43 dan Pasal 44 juga masih 
mengatur tentang kegiatan ekspor yakni mengenai tanggung 
jawab eksportir. Dalam hal ini eksportir bertanggung jawab atas 
segala akibat yang timbul atas barang yang diekspor. Dalam 
praktik dimungkinkan eksportir melakukan ekspor melalui agen 
perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor 
barang, tetapi tanggung jawab terhadap barang yang diekspor 
tetap berada pada pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai 
eksportir oleh menteri. Eksportir yang tidak bertanggung jawab 
atas barang ekspornya akan dikenakan sanksi administratif 
berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, 
dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. Tidak bertanggung 
jawab Pasal 43 ayat (2) undang-undang ini adalah ketika 
eksportir mengekspor barang yang tidak sesuai dengan kontrak. 
Selain sanksi tersebut diatas sanksi lain juga dapat berupa 
pembatalan penetapan sebagai eksportir yang disebutkan 
dalam Pasal 44. 
Bagian selanjutnya ialah mengenai impor barang yang 
diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Layaknya 
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kegiatan ekspor, kegiatan impor barang juga  hanya dapat 
dilakukan oleh importer yang memiliki pengenal sebagai 
importer yang berdasarkan pada penetapan Menteri. Namun, 
dalam hal tertentu impor barang dapat dilakukan oleh importir 
yang tidak memiliki pengenal sebagai importir. Selain itu importir 
berkewajiban untuk mengimpor barang dalam keadaan yang 
baru. 
Eksportir dan importir diwajibkan untuk memiliki izin yang 
berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan dan/atau 
pengakuan. Pemberian izin dapat dilakukan oleh menteri, 
pemerintah daerah maupun instansi terkait. Sementara itu, 
untuk meningkatkan daya saing nasional menteri dapat 
mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea 
masuk terhadap barang impor sementara. Ketentuan tersebut 
termuat dalam Pasal 49 terkait perizinan ekspor dan impor. 
Terhadap larangan dan pembatasan ekspor dan impor 
dimuat dalam ketentuan Pasal 50 hingga Pasal 54 , larangan 
tersebut diberlakukan dengan alasan kepentingan nasional 
demi untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan 
umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; untuk 
melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau untuk melindungi 
kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, 
dan lingkungan hidup. Eksportir maupun importir yang 
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mengekspor atau mengimpor barang yang tidak sesuai dengan 
ketentuan pembatasan barang ekspor/impor akan dikenakan 
sanksi administratif atau sanksi lainnya yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Sementara untuk barang 
dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 52 dan Pasal 53).  
Sementara itu, untuk pembatasan barang ekspor 
dilakukan dengan alasan untuk menjamin terpenuhinya 
kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku 
yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; 
melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan nilai 
tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; 
mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari 
komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau 
menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. 
Sedangkan pembatasan untuk barang impor dilakukan dengan 
alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi 
industri tertentu di dalam negeri, dan/atau untuk menjaga 
neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan,. 
c) Perdagangan Perbatasan 
Untuk perdagangan perbatasan yang diatur dalam Pasal 
55 dan Pasal 56 dikatakan bahwa setiap warga negara 
Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara 
lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan 
penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah 
perbatasan. Wilayah tersebut dapat berupa wilayah perbatasan 
darat dan wilayah perbatasan laut yang ditetapkan dalam 
undang-undang. Mengenai perdagangan perbatasan ini didasari 
atas perjanjian bilateral yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Terkait dengan perjanjian bilateral yang disebutkan 
sebelumnya, lebih lanjut diatur dalam Pasal 56 undang-undang 
ini. Bahwa, perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat: tempat pemasukan 
atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; jenis Barang 
yang diperdagangkan; nilai maksimal transaksi pembelian 
Barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah 
pabean; wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan 
perbatasan; dan kepemilikan identitas orang yang melakukan 
perdagangan perbatasan. 
d) Standardisasi 
Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang 
dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun 
berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan 
internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat 
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keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, 
serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi 
adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, 
memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang 
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua 
pihak.  Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang 
Standardisasi. 
Setiap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan 
didalam negeri harus memenuhi standar. Adapun ketentuan 
mengenai standarisasi barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 
57 sampai dengan Pasal 64. Pemberlakuan SNI barang 
dan/atau jasa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 
keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup; 
daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang 
sehat; kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; 
dan/atau kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. 
Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian dan juga 
budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal. 
Mengenai barang dan/atau jasa yang telah memenuhi standar 
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kesesuaian ditandai dengan sertifikat yang diakui oleh 
pemerintah dan diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian 
yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undang.  
Untuk pelaku usaha yang memperdagangkan barang 
yang tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak 
melengkapi sertifikat kesesuaian akan dikenai sanksi 
administratif berupa penarikan barang dari distribusi. Sementara 
untuk penyedia jasa selain diberlakukan sanksi administratif 
juga akan dilakukan penghentian kegiatan usaha. Untuk 
standarisasi yang ditetapkan negara lain  diakui oleh pemerintah 
berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara. 
e) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
Perdagangan melalui sistem elektronik adalah 
perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian 
perangkat dan prosedur elektronik. Perdagangan melalui sistem 
elektronik yang diatur dalam Pasal 65 menyebutkan bahwa 
yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha wajib disediakan data 
dan/atau informasi secara lengkap dan benar paling sedikit 
memuat : 
a) identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai 
produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; 
b) persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; 
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c) persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang 
ditawarkan; 
d) harga dan cara pembayaran barang dan/atau Jasa; 
dan 
e) cara penyerahan barang. 
Apabila terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang 
melalui sistem elektronik , orang atau badan usaha yang 
mengalami sengketa tersebut dapat menyelesaikan melalui 
pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa 
lainnya. Seperti, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau 
arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
f) Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan 
Perlindungan dan pengamanan perdagangan 
berdasarkan Pasal 67 dilakukan melalui kebijakan pemerintah 
dengan maksud untuk : 
a) pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi 
terhadap ekspor barang nasional; 
b) pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya 
dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan 
lonjakan Impor di negara tersebut; 
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c) pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang 
dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau 
regulasi negara lain; 
d) pengenaan tindakan antidumping atau tindakan 
imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang 
tidak sehat; 
e) pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan 
untuk mengatasi lonjakan Impor; dan 
f) pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait 
perdagangan yang ditentang oleh negara lain. 
Pasal berikutnya dikatakan bahwa dalam hal adanya 
ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan 
tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra 
dagang atas ekspor barang nasional, Menteri berkewajiban 
mengambil langkah pembelaa dan eksportir serta 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang 
berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan 
informasi dan data yang dibutuhkan. Apabila terjadi lonjakan 
jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam 
negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung 
bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau 
ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil 
tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau 
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mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius 
dimaksud berupa pengenaan bea masuk, tindakan 
pengamanan dan/atau kuota. 
Untuk produk impor yang dapat menyebabkan kerugian 
dan juga  menghambat perkembangan industri dalam negeri 
yang disebabkan karena praktik dumping ataupun pemberian 
subsidi dari negara pengekspor maka pemerintah berkewajiban 
untuk mengambil tindakan anti dumping dan/atau anti subsidi 
dengan cara pengenaan bea masuk anti dumping dan/atau  
pengenaan bea masuk imbalan. Ketentuan mengenai dumping 
dan subsidi ini diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71. 
g) Pemberdayaan KUMKM & Pengembangan Ekspor 
Ketentuan mengenai pemberdayaan Koperasi serta usaha 
kecil dan menengah diatur dalam pasal 73. Kemudian, untuk 
pengembangan ekspor diatur dalam pasal selanjutnya yakni 
Pasal 74 hingga Pasal 81 yang mencakup hal-hal pembinaan 
ekspor dan promosi dagang. Dalam Pasal 73 dikatakan bahwa 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan 
pemberdayaan terhadap KUMKM berupa fasilitas, insentif, 
bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan 
promosi, dan pemasaran. 
Berdasarkan undang-undang ini yang dimaksud dengan 
pemberian fasilitas adalah pemberian sarana kepada koperasi 
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serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan 
usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian 
gerobak dagangan, coolbox, dan tenda. Insentif dalam hal ini 
antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya 
pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta 
fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri. Bimbingan teknis 
adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha 
mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan teknis untuk mengembangkan produk dan 
usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan 
keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan ekspor. Bantuan 
promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi 
serta usaha mikro, kecil, dan 
menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta 
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/ 
buyers, serta kegiatan misi dagang. 
Dalam hal pengembangan ekspor, bagian pertama yang 
mengatur tentang pembinaan dituangkan kedalam Pasal 74. 
Tujuan dari pembinaan ini ialah untuk memperluas akses Pasar 
bagi barang dan jasa produksi dalam negeri. Dan untuk 
meningkatkan daya saing ekspor barang dan/atau jasa produksi 
dalam negeri maka menteri dapat mengusulkan insentif berupa 
insentif fiskal dan/atau nonfiskal. Untuk promosi dagang, 
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dilakukan melalui pameran dagang termasuk pameran dagang 
internasional, pameran dagang nasional dan juga pameran 
dagang lokal. Yang kedua yaitu misi dagang dilakukan dalam 
bentuk pertemuan bisnis internasional.  
h) Kerjasama Perdagangan Internasional dan Sistem 
Informasi Perdagangan  
Untuk kerjasama perdagangan internasional diatur dalam 
Pasal 82 hingga Pasal 87. Ketentuan tersebut menyatakan 
untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan 
mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat 
melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain 
dan/atau lembaga/organisasi internasional. dapat dilakukan 
melalui perjanjian perdagangan internasional. Namun, 
perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan dengan 
berdasarkan pada kepentingan nasional. Selanjutnya, 
pemerintah dapat memberikan preferensi perdagangan secara 
unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap 
mengutamakan kepentingan nasional. 
Sementara itu, sistem informasi perdagangan diatur 
dalam pasal 88 sampai dengan Pasal 92. Sistem informasi 
perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, 
penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau 
informasi Perdagangan. Terhadap hal ini semuanya harus 
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disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah 
diakses oleh masyarakat. 
i) Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang 
Perdagangan & Komite Perdagangan Nasional 
Berdasarkan Pasal 93 bahwa, Tugas Pemerintah di 
bidang Perdagangan mencakup: 
a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang 
Perdagangan; 
b) merumuskan Standar nasional; 
c) merumuskan dan menetapkan norma, Standar, 
prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan; 
d) menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan; 
e) mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan 
Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang 
penting; 
f) melaksanakan Kerja sama Perdagangan 
Internasional; 
g) mengelola informasi di bidang Perdagangan; 
h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
kegiatan di bidang Perdagangan; 
i) mendorong pengembangan Ekspor nasional; 
j) menciptakan iklim usaha yang kondusif; 
k) mengembangkan logistik nasional; dan 
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l) tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang: 
a) memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang 
Perdagangan; 
b) melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di 
dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, 
integrasi pasar, dan kepastian berusaha; 
c) membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang 
Perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi 
Pemerintah; 
d) menetapkan larangan dan/atau pembatasan 
Perdagangan Barang dan/atau Jasa; 
e) mengembangkan logistik nasional guna memastikan 
ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau 
Barang penting; dan 
f) wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Didalam pasal lain juga disebutkan tentang tugas dan 
wewenang dari pemerintah daerah, yakni dalam Pasal 95 dan 
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Pasal 96.  Dalam Pasal 95 dikatakan bahwa, pemerintah daerah 
bertugas: 
a) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang 
perdagangan; 
b) melaksanakan perizinan di bidang perdagangan di 
daerah; 
c) mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan 
distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang 
penting; 
d) memantau pelaksanaan kerja sama perdagangan 
internasional di daerah; 
e) mengelola informasi di bidang perdagangan di 
daerah; 
f) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
kegiatan di bidang perdagangan di daerah; 
g) mendorong pengembangan ekspor nasional; 
h) menciptakan iklim usaha yang kondusif; 
i) mengembangkan logistik daerah; dan 
j) tugas lain di bidang perdagangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
Berikut pasal 96 mengenai wewenang dari pemerintah 
daerah, pemerintah daerah dalam menjalankan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang: 
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a) menetapkan kebijakan dan strategi di bidang 
perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan 
kebijakan Pemerintah; 
b) memberikan perizinan kepada pelaku usaha di bidang 
perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan 
oleh Pemerintah; 
c) mengelola informasi perdagangan di daerah dalam 
rangka penyelenggaraan sistem informasi 
perdagangan; 
d) melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan 
perdagangan di daerah setempat; dan 
e)  wewenang lain di bidang perdagangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pelaksanaan wewenang pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal 
percepatan pencapaian tujuan terhadap pengaturan kegiatan 
perdagangan, maka berdasarkan Pasal 97  undang-undang ini 
presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional. 
Komite ini terdiri atas, pemerintah, lembaga yang bertugas 
melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan 
imbalan, lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan 
dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan, lembaga 
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yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pelindungan 
konsumen, pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang 
perdagangan; dan akademisi atau pakar di bidang 
perdagangan. 
Komite Perdagangan Nasional bertugas untuk : 
a) memberikan masukan dalam penentuan kebijakan 
dan regulasi di bidang Perdagangan;  
b) memberikan pertimbangan atas kebijakan 
pembiayaan Perdagangan; 
c) memberikan pertimbangan kepentingan nasional 
terhadap rekomendasi tindakan antidumping, 
tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan 
Perdagangan; 
d) memberikan masukan dan pertimbangan dalam 
penyelesaian masalah Perdagangan dalam negeri 
dan perdagangan luar negeri; 
e) membantu Pemerintah dalam melakukan 
pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan 
di negara mitra dagang; 
f) memberikan masukan dalam menyusun posisi 
runding dalam Kerja sama perdagangan 
internasional; 
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g) membantu Pemerintah melakukan sosialisasi 
terhadap kebijakan dan regulasi di bidang 
Perdagangan; dan 
h)  tugas lain yang dianggap perlu. 
j) Pengawasan, Penyidikan dan ketentuan Pidana 
Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan perdagangan berdasarkan pasal 98 diberikan kepada 
pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pemerintah dalam 
melakukan pengawasan menetapkan kebijakan pengawasan 
dibidang perdagangan.  Selanjutnya kewenangan pengawasan 
tersebut dipertegas dalam pasal 99 bahwa pengawasan oleh 
pemerintah dilakukan oleh Menteri, yang mempunyai wewenang 
sebagai berikut: 
a) pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu 
dan/atau perintah untuk menarik Barang dari 
Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang 
diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
perdagangan; dan/atau 
b) pencabutan perizinan di bidang perdagangan. 
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), menteri menunjuk petugas 
pengawas di bidang perdagangan. Hal ini sesuai dengan 
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ketentuan dalam Pasal 100 undang-undang ini.  Untuk 
penyidikan dan ketentuan pidana  diatur dalam Pasal 103 dan 
Pasal 104 hingga Pasal 116. Dan Pasal 117 hingga Pasal 122 
memuat tentang ketentuan Penutup. 
3. Analisis Penerapan Prinsip Perdagangan WTO dalam 
Undang-Undang Perdagangan di Indonesia 
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 
Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang  
dibuat dengan tujuan  untuk melindungi kepentingan nasional, 
didasarkan atas beberapa asas yang termuat dalam Pasal 2 
undang-undang tersebut. Dari beberapa asas ini, pada dasarnya 
tidak terlepas dari prinsip-prinsip perdagangan internasional. 
Beberapa asas, seperti asas adil dan sehat, asas keamanan 
berusaha, serta asas akuntabel dan transparan merupakan 
implementasi dari beberapa prinsip yang dikenal dalam WTO.  
Kegiatan perdagangan dalam WTO tidak dibenarkan adanya 
tindakan diskriminasi dalam melakukan hubungan dagang antar 
negara. Prinsip umum yang dikenal dalam hal ini ialah prinsip 
nondiscrimination yang merupakan prinsip universal dalam WTO. 
Nondiskriminasi diartikan sebagai suatu bentuk perlakuan yang 
sama dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang 
lainnya. Baik itu perlakuan terhadap negara mitra dagang, pelaku 
usaha yang berasal dari dalam negeri maupun dari negara lain, 
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hingga terhadap barang yang diperdagangkan.  Asas adil dan 
sehat dalam undang-undang ini diidentikkan dengan suatu bentuk 
perlakuan nondiskriminasi. Menurut  undang-undang ini bahwa 
asas adil dan sehat  adalah adanya kesetaraan kesempatan dan 
kedudukan dalam kegiatan usaha. Dengan asas ini diharapkan 
mampu menjamin adanya kepastian dan kesempatan dalam 
berusaha bagi para pelaku dalam sistem perdagangan. Baik bagi 
produsen, pedagang, dan para pelaku usaha lainnya. 
Selain itu, dikenal pula asas keamanan berusaha dimana 
dalam undang-undang ini menyatakan bahwa “adanya jaminan 
keamanan bagi seluruh pelaku  usaha di setiap tahapan kegiatan 
perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan 
perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.”  Kata 
seluruh dapat diartikan sebagai bentuk implementasi dari sikap 
nondiskriminasi pemerintah yang dilakukan terhadap para pelaku 
usaha. Artinya bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangan 
setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam 
menjalankan usahanya. Hak yang dimaksud yaitu hak untuk 
memperoleh jaminan keamanan dalam berusaha. 
Kemudian, asas akuntabel dan transparan dimana kegiatan 
perdagangan yang dilakukan mampu untuk dipertanggung 
jawabkan dan dilakukan secara terbuka. Dengan keterbukaan 
tersebut diharapkan segala hambatan-hambatan dalam 
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perdagangan dapat diketahui secara jelas oleh para pelaku 
perdagangan baik eksportir maupun importir. Prinsip yang sesuai 
dengan hal ini ialah prinsip transparansi. Menurut prinsip ini bahwa 
hambatan perdagangan seharusnya mudah untuk dikenali oleh 
yang lainnya dan tidak ada yang disembunyikan. 
Selain dari asas-asas yang telah disebutkan sebelumnya, 
penerapan prinsip perdagangan dalam WTO juga diterapkan dalam 
beberapa pasal dari undang-undang ini. Dalam beberapa pasalnya  
menunjukkan perlakuan nondiskriminasi terhadap setiap pelaku 
usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Dan 
tidak adanya perbedaan antara barang ekspor serta barang impor 
baik untuk pemberlakuan standarisasi maupun pemberian izin. Hal 
ini diuraikan dalam Pasal-pasal terkait dengan perdagangan luar 
negeri yakni dari Pasal 38 hingga Pasal 56. 
Perlakuan yang sama yang diberlakukan terhadap barang 
ekspor dan impor ini mengarah kepada prinsip national treathment 
yang diatur dalam Pasal III GATT. 
Selanjutnya, prinsip lain yang diterapkan dalam undang-
undang ini ialah terkait dengan penyelesaian sengketa dagang 
yang dapat dilihat dalam Pasal 65 ayat (5). Salah satu 
penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam undang-undang ini 
ialah melalui jalur arbitrase. Yang menurut hukum internasional 
merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang 
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digunakan dalam WTO. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam 
WTO yang mengacu pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947 
dimana Pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa intuk 
menyelesaikannya melalui konsultasi bilateral. 
Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang dikenal dalam 
hukum perdagangan internasional (perdagangan bebas) yaitu  
safeguard yang terdapat dalam Pasal 1 (a) dalam ketentuan GATT 
yang merupakan pengecualian dari prinsip MFN. Safeguard  
diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada negara 
pengimpor untuk membatasi impor atau mengenakan bea masuk 
tambahan dalam jangka waktu sementara, apabila setelah 
dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang diputuskan 
bahwa impor telah mengalami peningkatan sedemikian sehingga 
menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri domestik 
yang menghasilkan produk-roduk sejenis atau yang menjadi 
pesaingnya.90 Pemanfaatan safeguard  ini diimplementasikan 
dalam undang-undang ini misalnya dalam Pasal 69.  Pasal 69  ayat 
(1) menyatakan bahwa “ pemerintah berkewajiban mengambil 
tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau 
mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius 
dimaksud.’ Tindakan pengamanan (safeguard) merupakan salah 
satu bentuk pengecualian dari prinsip MFN yang mengakui bahwa 
                                                          
90
 Serian Wijatno & Ariawan Gunadi. Op.cit. hlm. 38-39. 
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pemerintah apabila tidak memiliki upaya lain dapat melindungi atau 
memproteksi industri dalam negerinya. 
B. Harmonisasi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional  
(Ketentuan-Ketentuan WTO dengan Undang-Undang No.7 tahun 
2014 tentang Perdagangan) 
Betapa pentingnya perlindungan atas kepentingan nasional dengan 
kerangka melindungi pelaku usaha nasional, seperti perlindungan infant 
industry dan bagaimana menentukan arah pembangunan ekonomi 
nasional melalui perangkat hukum nasional yang responsive baik secara 
internal maupun eksternal.91 Sebagai salah satu sumber hukum dagang 
yang masih sangat baru, diharapkan kehadiran undang-undang ini dapat 
menjadi payung hukum bagi negara Indonesia dalam sektor perdagangan. 
Karena peranan perdagangan dianggap sangat penting dalam 
meningkatkan pembangunan ekonomi. 
Setiap negara mencantumkan aturan-aturan hukum perdagangan 
internasional kedalam hukum nasionalnya. Oleh sebab itu, aturan hukum 
perdagangan nasional dapat dijadikan sebagai bagian dari sumber hukum 
dagang internasional. Akan tetapi, adanya berbagai peraturan hukum 
nasional sedikit banyak kemungkinan berbeda antara satu dengan yang 
lainnya. Perbedaan ini kemudian dikhawatirkan akan mempengaruhi 
kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri.92 
Untuk menghadapi masalah ini, ada tiga teknik yang dapat 
dilakukan. Pertama, negara-negara sepakat untuk tidak menetapkan 
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 Ade Maman Suherman. Op.cit. Hlm.23. 
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 Huala Adolf, Supranote 12. Hlm.29. 
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hukum nasionalnya. Sebaliknya, mereka menerapkan hukum 
perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum 
perdagangan mereka. Kedua, apabila aturan hukum perdagangan 
internasional tidak ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, 
hukum nasional suatu negara tertentu dapat digunakan. Dengan cara 
penerapan prinsip  Choice of laws.93 Ketiga,  teknik yang dapat ditempuh 
adalah dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan 
substantif hukum perdagangan internasional. 94 
Harmonisasi dalam Kamus Ilmiah Populer di definisikan sebagai 
pengharmonisan, penyelarasan, dan penyerasian. Di Indonesia dalam 
konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden 
Nomor 188 tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : 
“Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan 
konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-
Undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusun 
Rancangan Undang-Undang wajib mengkalkulasikan terlebih 
dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri 
serta Pimpinan Lembaga Lainnya yang terkait. 
 
Kemudian dikemukakan oleh L.M. Gandhi, dalam “Harmonisasi 
Hukum Menuju Hukum Responsif” bahwa: harmonisasi dalam hukum 
adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, 
keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas 
hukum dengan tujuan peningakatan kesatuan hukum, kepastian hukum, 
keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa 
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 Choice of laws adalah klausul pilihan hukum  yang disepakati oleh para pihak 
yang dituangkan dalam kontrak (internasional) yang mereka buat. 
94
 Ibid,Hlm.30. 
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mengaburkan dan mengorbankan pluralisme  hukum. Harmonisasi sistem 
hukum internasional adalah pengharmonisasian pluralitas sistem hukum 
dalam sistem hukum Internasional, untuk membentuk uniformitas sistem 
hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam 
melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. 
Dirumuskan dalam dua langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional 
menjadi sistem hukum yang bersifat global dan dengan demikian yang 
harmonis dan seragam adalah hukum positifnya (harmony of law) dan 
penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma 
yang bersifat global yang kelak dapat digunakan sebagai sarana 
penyelesaian sengketa, dengan demikian yang harmonis dan seragam 
adalah keputusan-keputusan hakim (harmony of decision) secara global.95 
Menurut Syahmin AK. bahwa pemerintah Indonesia di samping 
akan menyinkronkan hukum nasionalnya dengan perjanjian internasional 
yang diratifikasi, secara aktif ikut membentuk dan mewujudkan hukum 
internasional yang adil dan efektif.96 Sebagaimana dikatakan dalam UUD 
1945 bahwa : 
“Pemerintah negara Indonesia Ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.” 
Setelah menjadi anggota WTO pada tanggal 1 Januari 1995, 
memberikan konsekuensi tersendiri bagi Indonesia. Disatu sisi, Indonesia 
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https://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/harmonisasi-hukum/ 
,tanggal 14 januari 2014. (dikutip dari L.M. Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum 
Yang Responsif”, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar 
Tetap FH-UI, 1995). 
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harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Sementara 
itu, disisi lain juga harus tetap memperhatikan kondisi didalam negeri. 
Konsekuensinya adalah Indonesia harus melakukan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan nasional dengan  ketentuan-ketentuan 
WTO. Dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan 
kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu dalam 
ketentuan WTO.  
 Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui Undang-Undang 
No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing the 
World Trade Organization merupakan langkah awal yang menunjukkan 
kesiapan pemerintah untuk turut serta ikut bergabung dalam sistem 
perdagangan global. Apabila dilihat dari segi hukum, ratifikasi tersebut 
merupakan suatu langkah yang tidak dapat dicegah sebab negara 
berkembang dengan posisi  yang lemah dalam Perdaganng Internasional 
Indonesia harus meletakkan tumpuan pada suatu forum multilateral, yakni 
WTO sebagai wujud suatu kekuasaan Internasional dibidang 
perdagangan antarnegara..97 
 Dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, pemerintah 
Indonesia selaku pemegang kedaulatan rakyat juga harus tetap 
memperhatikan nilai budaya bangsa serta kepentingan bangsa Indonesia. 
Sebagai tindak lanjutnya, selaku pemegang kekuasaan tertinggi 
pemerintah sangat berperan dalam menentukan serta mengambil 
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kebijakan disektor perdagangan Internasional. Lahirnya undang-undang 
perdagangan baru yakni Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan merupakan suatu langkah konkrit bahwa Indonesia telah 
siap dalam menghadapi perkembangan-perkembangan ekonomi global.  
 Ruang lingkup dari undang-undang perdagangan yang baru ini, 
yang mencakup berbagai aspek penting dibidang perdagangan baik 
perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri tentunya 
tidak terlepas dari ketentuan dalam WTO. Dalam Pasal 38 ayat (3)  
undang-undang perdagangan dikatakan bahwa “kebijakan perdagangan 
Luar negeri meliputi pengharmonisasian standard dan prosedur kegiatan 
perdagangan dengan mitra dagang.” Dengan adanya pengharmonisasian 
tersebut diharapkan kegiatan perdagangan antarnegara dapat berjalan 
dengan lancar dan tanpa melewati berbagai hambatan.  
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1) Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan telah 
diimplementasikan beberapa prinsip perdagangan yang dikenal dalam 
WTO. Prinsip-prinsip yang diterapkan  dalam undang-undang ini 
antara lain yaitu, prinsip nondiskriminasi (national treatment), prinsip 
transparansi, perlindungan melalui tariff, penyelesaian sengketa 
melalui jalur arbitrase serta terhadap pengecualian dalam prinsip MFN. 
Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa asas yang 
diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini. Selaain itu, juga dapat dilihat 
dalam beberapa pasal tertentu khususnya yang terkait dengan 
ketentuan perdagangan luar negeri.  
2) Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka melakukan 
pengharmonisasian antara hukum nasional dengan hukum 
internasional dibidang Perdagangan dengan menerapkan beberapa 
prinsip perdagangan yang diadopsi dari ketentuan-ketentuan WTO 
kedalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal 
ini penting dalam hal menyikapi persaingan global, adanya 
harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional 
  
110 
 
dibutuhkan untuk menghindari konflik yang mungkin bisa terjadi 
khususnya dibidang perdagangan. 
B. Saran 
Untuk menjamin efektivitas keberlakuan dari Undang-Undang No.7 
tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah diharapkan agar segera 
membuat aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang ini 
seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan juga Peraturan 
Menteri. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi menyeluruh kepada 
masyarakat terutama bagi para pelaku dalam sektor perdagangan. 
Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk 
mencapai tujuan dalam menghadapi era persaingan global demi 
kepentingan dan cita-cita bangsa.   
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